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ABSTRAK

Nama : Chamsa Amara

NIM : 200102041

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul - Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN

Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut
Konsep Syirkah ‘nan (Studi Tentang Sistem Audit
Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)

Tanggal sidang : 03 April 2024

Tebal skripsi : 105 halaman

Pembimbing | . Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Pembimbing Il : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

Kata Kunci : Pertanggungjawaban  Audit Pelaporan  Keuangan,

Operasional Bagi Hasil, Syirkah ‘Inan

Setiap operasional koperasi harus diawasi secara ketat operasionalnya oleh
dewan pengawas, termasuk KPN Bina Sejahtera yang secara berkala
berdasarkan ketentuan dalam AD/ART harus mengaudit operasional dan
pembukuan keuangan dengan segala aktifitas bisnisnya. Namun KPN Bina
Sejahtera yang berlokasi di Kec. Seulimeum Aceh Besar ini masih banyak
masalah yang belum bersinergi dengan regulasi koperasi termasuk aturan
internalnya. Rumusan permasalahan yaitu bagaimana ketentuan auditing
pelaporan keuangan KPN Bina Sejahtera dan tanggung jawab pengurus untuk
mengimplementasikan hasil audit pra dilakukan RAT dan tinjauan syirkah ‘indn
terhadap sistem audit pelaporan keuangan di KPN Bina Sejahtera. Pendekatan
penelitian ini yaitu sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa auditing yang dilakukan oleh pengawas
KPN Bina Sejahtera dilakukan hanya untuk formalitas dalam memenuhi
keperluan RAT. Pengurus KPN Bina Sejahtera tidak membuat ketentuan terbaru
tentang pengelolaan usaha koperasi sesuai regulasi koperasi terbaru, sehingga
AD/ART nya masih belum memenuhi ketentuan standar koperasi di Aceh yang
harus memenuhi prinsip-prinsip berdasarkan Qanun LKS dan UU Nomor 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar yuridis formalnya. Kelemahan
audit pengawas KPN Bina Sejahtera juga ditemui pada simpanan pokok dan
simpanan wajib yang belum sesuai dengan ketentuan modal koperasi.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penetapan bagi hasil pada KPN Bina
Sejahtera sudah relevan dengan konsep syirkah ‘inan namun sistem audit yang
dilakukan dewan pengawas untuk kebutuhan pertanggungjawaban RAT KPN
Bina Sejahtera terhadap pengelolaan koperasi untuk kebutuhan bagi hasilnya
dilakukan tidak akuntabel dan tidak transparansi, sehingga dapat dinyatakan
bahwa pengelolaan KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan ketentuan
pengelolaan usaha dengan pola syirkah ‘inan.
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Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang tak terbatas kepada penulis
sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam
penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat
yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis
ilmiah yang berjudul Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN
Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep Syirkah
‘Indn (Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)
telah penulis selesaikan dalam waktu relatif singkat yaitu selama 6 bulan. Skripsi
ini penulis susun dengan penuh semangat perjuangan, pantang menyerah
meskipun harus bimbingan dengan jarak yang tidak dekat penulis tetap berjuang
menyelesaikan skripsi ini sebagai sebuah persembahan karya tulis ilmiah untuk
diri sendiri dan juga kedua orang tua. Penulis mampu berusaha keras dan
berjuang sejauh ini, mampu mengandalkan diri dari berbagai tekanan diluar
keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses
penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin
ini merupakan pencapain yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah
satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar
sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam
Banda Aceh.
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kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak
memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan
pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis
termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah
mudahkan segala urusan bapak dan ibu.

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum
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Ucapan terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman seperjuangan
yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut

ilmu.
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6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak pengurus dan pengawas
KPN Bina Sejahtera Seulimeum yang telah membantu memberikan data
untuk penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
Nomor:158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan
huruf Latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Huruf Huruf Huruf

Arab e Latin N Arab Hama Latin G

: . te
tidak tidak (dengan
| Alif | dilamba | dilamban | 1 3 T titikg g
ngkan gkan bawah)

zet
ey Ba’ B Be L za z MEGRE:n
z : ’ titik di
bawah)
koma
o Ta’ T Te 8 ‘ain : terbalik
(di atas)

es
il Sa’ S {0 : Gain G Ge
9 titik di f
atas)
z Jim J Je 9 Fa’ F Ef
ha
-, (dengan - _ .
Z Ha h titik di o | Qaf Q Ki
bawah)
z Kha’ Kh kadanha | & Kaf K Ka
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3 Dal D De J Lam L El
zet
. . . (dengan -
J Zal Z titik di e Mim M Em
atas)
D Ra’ R Er O Nun N En
B Zai Z, Zet 9 Wau W We
o Sin S Es o Ha’ H Ha
U Syin Sy es dan ye 13 Ha? 2 ¢ Apostrof
es
3 (dengan i
U Sad S titik di S Ya Y Ye
bawah)
de
1 (dengan
Sl g d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I '

A Dammah U U




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
e Fathah dan Ya Al
35... Fathah dan Wau Au

Contoh:
K - kataba i swila
(ad : fa‘ala CaS  : kaifa
R ukira Jds»  :haula

ChAGY yvazhabu

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Huruf — Tanda
s/ Fathah dan Alif va
atau Ya
o4 Kasrah dan Ya I
ol @ Dammah dan Waw U
Contoh:

fon

R rama J . gala



d..gﬂ : gila 8_9;-). > yaqiilu
4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (8) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

f\élh : talhah

J Gj;‘ﬂf\.:aj_’) : raud ah al-agfal | raud atul agfal
555l JAgaall - Al-Madmatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

L‘-‘_) - rabband
d)—* ' nazzala
3:\5\ - al-birr

o  al-hajj

Xi



o cnu’ ‘ima
6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jdao)  ar-rajulu
Sk : as-sayyidatu
Oyl : asy-syamsu
Al : al-galamu
gl - al-bad7‘u
JoAN > al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

xii



Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

A

O B s ta’ khuziina
;.j.'d\ ran-nau’
o . syai’'un

%) s inna

Iy K

< oyl S umirtu

Yy - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap Kkata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
u—*ﬁj‘}l‘}m)éi 41“—"‘} : Wa inna Allah lahuwa khair arrazigin

Wainnallaha lahuwa khairurrazigin
O el KT 50518 : Fa auf al-kaila wa al-mizan

Fa auful-kaila wal- mizan

d:‘hj\ éﬁ“‘)—\‘ : Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
a Wi)aslal aa 5&!\ ?“‘" . Bismillahi majrahd wa mursah
v Za e Wl e dlg : Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

)‘:‘-‘“ al) & Ui e : Man istata ‘a ilahi sabila

xiii



9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

A w - g

8}1&_)(2“ dana LA) > Wa ma Muhammadun illa rasul
o & foa 5 Ul u\ : Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
‘\5_) s “5-‘-‘ Lﬁﬁﬁ . lallazr bibakkata mubarakkan
u:\ﬁd‘ géiy Lalodely -y lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubmn
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Coal W) Gy 0 838V thameu sitlahi rabbi al- Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
L‘:‘ﬁ &Jﬁj A (palyial : Nasrun minallahi wa fathun qarib
iea HaY) & : Lillahi al-amru jami‘an
Al ﬂ;‘j‘ Zﬁ-‘ Ay : Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini banyaknya bisnis yang dijalankan baik dalam skala
modal kecil maupun besar. Untuk membangun dan membentuk bisnis dapat
dilakukan secara personal maupun kemitraan atau perkongsian. Kerjasama
menjadi salah satu cara dalam mengembangkan dan mengelola bisnis, hal ini
dilakukan untuk memudahkan pihak dalam memperoleh modal dan juga
pengelolaan usaha dengan penggabungan modal dan skill akan lebih
mempermudah dalam mengatur dan menjalankan usaha yang telah dibentuk.
Salah satu bentuk kemitraan bisnis yang telah diformulasi fugaha dalam bentuk
syirkah atau musyarakah yang memiliki beberapa format.

Syirkah ‘indn sebagai bagian dari akad musyarakah merupakan kerjasama
bisnis antara para pihak dengan menggunakan modal yang berbeda porsi atau
jumlahnya, demikian juga pada kontribusi pengelolaan usaha yang dapat berbeda
kemampuan manajerialnya sehingga sistem kerja dapat diatur secara fleksibel
sesuai dengan kapasitas para pihak masing-masing. Pada syirkah ‘ran ini para
pihak dapat menegosiasikan tingkat perolehan keuntungan untuk masing-masing
pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal yang
diinvestasikan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan konsep tersebut maka operasional akad syirkah ‘indn mudah
dilaksanakan dan sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
disebabkan dalam akad syirkah ‘indn tidak mengharuskan adanya kontribusi
modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang
berwenang. Secara konsep, syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama
modal sekaligus kerjasama keahlian atau kerja sesuai kemampuan masing-masing

pihak.



Para ulama berbeda pendapat tentang pengelolaan modal dalam syirkah
‘indn. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa
konstribusi modal yang diberikan harus berupa uang tunai yang dapat hitung nilai
nominalnya dan kedua imam tersebut tidak membolehkan kontribusi modal pada
syirkah ‘indn ini dalam bentuk aset. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas
modal bukan merupakan syarat sahnya syirkah ‘indn, sehingga para pihak
diperbolehkan berkonstribusi dalam bentuk apapun, tetapi bagian modal tersebut
harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat terjadinya akad.!

Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan, syirkah ‘indn berlaku ketentuan
yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam Pasal 175
dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai
sumber dana modal dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah
dari modal syirkah ‘indn. Jadi tidak terbatas dalam syirkah ‘indn tersebut berapa
modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua
hartanya, karena dalam syirkah ‘ndn harta pribadi dan harta bersama dalam
syirkah terpisah.?

Syirkah ‘indn memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sama
sesuai dengan kesepakatan anggota syirkah pada saat melakukan akad. Pembagian
keuntungan syirkah ‘inan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian,
jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian
tidak sama maka syirkah menjadi batal. Sehingga pembagian ini merupakan
pokok terpenting dalam syirkah ‘inan. Semakin besar modal yang ditanam maka

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau

! Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 55-
56.
2 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung:
Fokusmedia, 2008), him. 48.



tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh
sesuai dengan besarnya modal.®

Dalam pandangan Imam Syafi’i keuntungan dan kerugian akan
ditetapkan menurut kadar modal yang diberikan, karena keuntungan itu sendiri
bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal.
Keduanya akan terjadi berdasarkan besarnya modal dari setiap anggota sama
besarnya, tetapi apabila pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka
syirkah tersebut tidak sah.*

Dalam setiap usaha tidak lepas dengan adanya risiko yang harus diterima
oleh para anggota yang melakukan kerjasama. Dalam kerjasama suatu usaha pasti
tidak pernah terlepas dari risiko, baik risiko besar maupun kecil. Dengan demikian
usaha yang dijalankan dengan syirkah ‘indn terdapat risiko yang ditimbulkan.
Dalam syirkah ‘indn perjanjian awal membagi struktur keuntungan menjadi dua
bagian, dan keuntungan dapat bervariasi tergantung pada jumlah modal yang
dikeluarkan oleh para pihak. Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian kecil atau
besar bagi para pihak seperti akibat bencana alam, kebakaran, pencurian,
penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Apabila risiko kerugian terjadi, maka
kerugian pada syirkah ‘inan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal
perjanjian.’

Pada dasarnya dalam menentukan bagi hasil pada syirkah ‘indn sesuai
dengan perjanjian yang ditetapkan saat akad dilakukan. Bagi hasil merupakan
suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang melakukan perjanjian.®

® Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah Jilid 13 Terjemah (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006),
him. 24.

* Shamad, B.A. Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab (Banda
Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry, 2007), him. 142,

® Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Operasional (Jakarta:
Gema Insani, 2004), him. 659.

® Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), him. 95.



Dalam syirkah ‘indn adanya perbedaan pendapat ulama dalam
menentukan bagi hasilnya. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dilakukan menurut kesepakatan yang
ditentukan dalam akad sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Imam Ahmad
berpendapat bahwa bagi hasil yang dilakukan boleh berbeda dari kontribusi modal
yang diberikan oleh anggota atau mitra.”

Dalam menentukan kesepakatan/kontrak antara kedua belah pihak pada
syirkah ‘indn sangat dianjurkan untuk melakukan kesepakatan yang bersifat
transparan, yaitu kontrak yang disepakati haruslah diketahui oleh anggota yang
terlibat dalam kerjasama dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat islam
sehingga dapat menjauhkan dari unsur riba, gharar, tadlis, dan lainnya.

Pada syirkah ‘inan adanya pihak pengelola modal (mitra) yang
bertanggungjawab penuh dalam pengurusan modal. Para mitra tidak perlu orang
yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung
jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan
dengan itu, pembagian keuntungan di antaranya kemungkinan tidak sama.
Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam
perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung
oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan
oleh masing-masing mitra.

Syirkah ‘indn dibangun dengan prinsip perwakilan (wakalah) dan
kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada
perseronya. Apabila perseroan telah sempurna dan telah menjadi sebuah bisnis,
maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukkan kerja, sebab

perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan

’ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah..., him. 53.
8 Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), him. 189.



seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikan posisinya dengan
badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.’

Berdasarkan tanggungjawab pihak yang melakukan syirkah dalam usaha
Syirkah ‘inan diatur dalam KHES Pasal 177 yakni “Nilai kerugian dan kerusakan
yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al- indn, wajib
ditanggung secara proporsional”.'°

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa bentuk tanggungjawab pihak
yang melakukan syirkah pada usaha syirkah ‘indn ditanggung oleh kedua belah
pihak. Namun, apabila dalam melaksanakan kesepakatan, salah satu pihak
melakukan kelalaian terhadap usaha, maka pihak tersebut sepenuhnya
menanggung kerugian yang dialami dalam usaha syirkah ‘indn.

Kegiatan syirkah ‘indn cukup signifikan dan sering dipraktikkan dalam
dunia bisnis. Perkembangan bisnis Indonesia mampu menghasilkan berbagai
lembaga keuangan yang mampu menyokong perekonomian Indonesia. Koperasi
sebagai salah satu lembaga keuangan vyang terus berkembang dalam
perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha. Bentuk
kerjasama dilakukan secara gotong royong apabila ingin memenuhi kebutuhannya
secara bersama-sama, maka diperlukan kerjasama yang berkesinambungan untuk
mencapai tujuan yang sama.™

Dalam sistem koperasi Indonesia, modal diperoleh dari anggota melalui
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Sedangkan modal
anggota dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar

oleh anggota kepada koperasi sesuai ketentuan dan kesepakatan anggota koperasi.

% Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Igtishadi Fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh.
Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam (Surabaya: Risalah
Gusti, 1996), him. 156-157.

1 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung:
Okusmedia, 2008), him.48.

1 pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi (Jakarta: Rineka Cipta,
2007), him. 1.



Keseluruhan dana yang dihimpun koperasi menjadi modal koperasi yang
kemudian akan dikelola oleh pihak pengurus koperasi. Dengan modal yang
terkumpul, tentunya pihak koperasi harus mengelola usaha sebaik mungkin untuk
memberikan pendapatan bagi hasilnya untuk koperasi tersebut.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.? Sisa Hasil Usaha koperasi
merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi
dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan,
dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh
masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan
pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota.13

Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera merupakan koperasi di lingkup
Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar UPTD Wilayah |
Kecamatan Seulimeum. KPN Bina Sejahtera yang terletak di Seulimeum telah
memperoleh izin Menteri Koperasi Nomor 38/BHK WAK-1/X1l 1995.
Berdasarkan informasi dari hasil Rapat Anggota Tahunan XXVIII Tahun 2023.
Perkembangan keanggotaan KPN Bina Sejahtera terus meningkat, hingga
sekarang anggotanya mencapai 153 orang.**

Sebagai sebuah lembaga keuangan, koperasi tentunya memiliki badan
pengawasan. Pengurus dan badan pengawas harus mampu menunjukan kepada
seluruh anggota bahwa setiap tindakannya selalu mengarah terhadap pencapaian
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagaimana setiap

kegiatan koperasi dalam masa satu tahun, pengurus harus mempertanggung

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 5 Ayat 5, him. 4.

1% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 45, him. 19.

4| aporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023, Rapat Anggota Tahunan
(RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera, (Seulimeum, Aceh Besar: 2023) him. 1.



jawabkan pelaksanaan kegiatan koperasi secara keseluruhan di depan Rapat
Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada KPN Bina
Sejahtera diadakan pada bulan Desember. Sebelum mengadakan Rapat Anggota
Tahunan, semua pengurus KPN Bina Sejahtera melakukan musyawarah untuk
membahas laporan keuangan yang telah dibuat selama masa satu tahun dari
Januari sampai Desember. Rapat Anggota Tahunan harus dihadiri oleh semua
anggota koperasi, namun Rapat Anggota Tahunan akan tetap sah jika yang hadir
lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Mekanisme penyelenggaraan Rapat
Anggota Tahunan pada KPN Bina Sejahtera menjelaskan secara rinci piutang
anggota, laba bersih, laba kotor, pemasukan jasa anggota, pengeluaran koperasi
dan menjelaskan tingkat keuntungan yang akan diperoleh koperasi dan
pembagian SHU yang akan didapatkan anggota yang berjalan selama satu tahun
kepengurusan. Perhitungan laba kotor dilakukan dengan menghitung pemasukan
jasa anggota selama satu tahun berjalan, sedangkan laba bersih dilakukan dengan
mengurangi laba kotor dan semua pengeluaran koperasi selama satu tahun
berjalan.”

Rapat Anggota Tahunan merupakan wujud dari laporan audit yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Koperasi. Untuk itulah dalam Rapat Anggota
Tahunan harus dibahas secara jelas kesepakatan-kesepakatan secara keseluruhan
dan tingkat keuntungan yang diperoleh yang akan secara langsung berpengaruh
terhadap tingkat bagi hasilnya yang akan dibagi-bagikan untuk anggotanya.

KPN Bina Sejahtera hanya memiliki satu usaha koperasi yaitu simpan
pinjam. KPN Bina Sejahtera menghimpun modal dari anggotanya dalam bentuk

simpanan pokok'®, simpanan wajib'’ dan simpanan sukarela'®. Koperasi

!> Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17
Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.

18 Sejumlah uang yang harus dibayar ketika menjadi anggota koperasi

7 Sejumlah uang harus dibayar setiap bulan oleh anggota dan menjadi simpanan
anggota

18 Sejumlah uang yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela dan besarnya
sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.



membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Modal pada KPN Bina
Sejahtera berasal dari anggota dan dana hibah, dana hibah merupakan simpanan
khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam waktu tertentu tetapi dijadikan
sebagai modal koperasi untuk pengembangan usaha. KPN Bina Sejahtera sebagai
Koperasi Pegawai Negeri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk
melakukan pemotongan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung
dari penghasilan anggota yang masih aktif pada Dinas Pendidikan setiap
bulannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota membayar simpanan
dan piutangnya. Namun, bagi para anggota yang tidak aktif lagi pada Dinas
Pendidikan maka pihak pengurus koperasi akan mengembalikan simpanan pokok
dan simpanan wajib secara langsung kepada anggota bersangkutan melalui
transfer via bank sebagai tanda keanggotaannya berakhir baik disebabkan telah
memasuki masa purna tugas (pensiun), pindah tugas ke wilayah UPTD di luar
UPTD Wilayah 1 Aceh Besar, ataupun meninggal dunia.’® Pada KPN Bina
Sejahtera ketentuannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No. Jenis Modal Koperasi Jumlah

1. Simpanan pokok Rp 500.000,-

2. Simpanan Wajib/perbulan Rp 75.000,-
Jumlah Rp 293.800.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina
Sejahtera Tahun 2023
Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Kecamatan Seulimeum telah
mendapatkan izin operasionalnya dari Menteri Koperasi sehingga operasionalnya

harus sepenuhnya mengikuti ketentuan UU Koperasi. KPN Bina Sejahtera telah

1% Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17
Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.



menerapkan sistem bagi hasil pada pendapatannya yang telah ditetapkan polanya
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Pada bagi
hasil ini, pihak pengurus KPN Bina Sejahtera menggunakan formula baku pada
koperasi yang secara umum disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan
jasa anggota. Semakin besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha
yang didapatkan. Hal ini sepenuhnya telah dipahami oleh seluruh pihak anggota
karena pola ini sendiri telah disetujui oleh semua anggota dalam
implementasinya. %

Di dalam AD/ART KPN Bina Sejahtera telah ditentukan pembagian
SHU vyaitu 40% untuk jasa anggota berdasarkan perbandingan jasa anggota, 5%
untuk dana pengurus dan pengawas, 5% untuk dana kesejahteraan koperasi, 4%
untuk dana pendidikan koperasi, 2,5% untuk dana pembangunan daerah Kerja,
2,5% untuk dana sosial dan 1% untuk dana audit .*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menganalisis lebih dalam
tentang realitas bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri
Bina Sejahtera ini dengan format judul skripsi sebagai berikut: “Analisis Sistem
Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota
Tahunan Menurut Konsep Syirkah ‘Indn (Studi Tentang Sistem Audit

Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan auditing pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh

KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan untuk bagi hasil ?

20 Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17
Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.

2l Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Nomor
38/BHK WAK-1/XI1 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 41.
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2. Bagaimana tanggung jawab pengurus KPN Bina Sejahtera pada RAT
terhadap pengelolaan dana pelaporan keuangan dari hasil audit ?

3. Bagaimana perspektif konsep syirkah ‘indn terhadap
pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera pada sistem audit

pelaporan keuangan untuk bagi hasil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan auditing pelaporan keuangan yang
ditetapkan oleh KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan untuk
bagi hasil

2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pengurus KPN Bina Sejahtera
pada RAT terhadap pengelolaan dana pelaporan keuangan dari hasil
audit

3. Untuk menganalisis perspektif konsep syirkah ‘indn terhadap
pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera pada sistem audit

pelaporan keuangan untuk bagi hasil

D. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, hal ini
dilakukan agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah yang
terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah
sebagai berikut:
1. Sistem Pertanggungjawaban
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, sistem

diartikan sebagai susunan atau tata letak yang teratur, baik dalam bentuk
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organisasi, aturan, maupun struktur.?? Sedangkan pertanggungjawaban
berasal dari kata “tanggung jawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau
memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal.?

Adapun sistem pertanggungjawaban dalam kajian ini adalah
susunan tanggung jawab pihak pengurus koperasi dalam melakukan audit
pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh
Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan.

2. Koperasi Pegawai Negeri/KPN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian
Indonesia) menyebutkan koperasi adalah badan wusaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.*
Sedangkan koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang tumbuh dan
berkembang dengan mengandalkan kekuatan anggota Pegawai Negeri
Sipil pada suatu lingkup Instansi Pemerintah.

3. Rapat Anggota Tahunan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian
Indonesia) menyebutkan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi dalam koperasi.” Rapat anggota tahunan merupakan kewajiban
setiap koperasi atau wujud dari pertanggungjawaban pengurus dan

pengawas setiap setahun sekali.

22 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem, tanggal 19 Desember 2023.
Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Diakses ~ melalui  situs
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban, tanggal 19 Desember 2023.
** Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Lembaran Negara
Tahun 1992 No. 25 Pasal 1, him. 2.
% bid., him. 10.
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4. Syirkah ‘Indn

Syirkah ‘indn adalah kerja sama atau penggabungan harta dalam
melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam kerja
sama tersebut tidak disyaratkan kesamaan dalam jumlah modal.*

Sistem Audit Pelaporan Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, sistem
diartikan sebagai susunan atau tata letak yang teratur, baik dalam bentuk
organisasi, aturan, maupun struktur.?’

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan arti
kata audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara
berkala atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian
kewajaran laporan yang dihasilkannya.?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaporan
adalah suatu proses, cara, perbuatan melaporkan.® Sedangkan pelaporan
keuangan adalah suatu proses dalam membuat laporan tentang
pembukuan keuangan dalam suatu usaha.

Adapun sistem audit pelaporan keuangan yang dimaksud pada
variabel skripsi ini adalah susunan pemeriksaan dan tanggung jawab
yang dilakukan oleh KPN Bina Sejahtera dalam membuat pelaporan
keuangan pada Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya.
Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan
profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian

%% Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2012). him. 111.
27

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem, tanggal 19 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit, tanggal 19 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaporan, tanggal 19 Desember 2023.
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laba.* Yang dimaksud bagi hasil pada variabel skripsi ini adalah
pembagian hasil yang diperoleh pihak koperasi kemudian dibagi antara

para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan pada penelitian skripsi ini untuk
menghindari  terjadinya  plagiasi dan  duplikasi  sehingga  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Sistem Pertanggungjawaban
Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep
Syirkah ‘Inan (Studi Tentang Sistem Pelaporan dan Audit Untuk Bagi Hasil)”,
tema pembahasan terkait pertanggungjawaban pengurus koperasi yang telah
banyak diteliti, namun pada penelitian ini penulis akan lebih spesifikasi membahas
terkait pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera dalam audit pelaporan
keuangan untuk bagi hasil menurut syirkah ‘indn. Untuk lebih jelas perbedaan
berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya sebagali
berikut :

Pertama, Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri
Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Indn.
Yang ditulis oleh Hamdan pada tahun 2023, pada penelitian ini penulis membahas
terkait dengan akuntabilitas dan pelaporan yang dilakukan koperasi terhadap
operasional usaha dan sistem bagi hasil yang diperoleh koperasi dengan seluruh
anggotanya. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa,  akuntabilitas
pengelolaan dan sistem operasional bagi hasil pada KSPS BMA sudah sesuai
dengan konsep syirkah ‘inan, karena pertanggungjawaban risiko kerugian

ditanggung secara bersama serta bagi hasil yang dilakukan pada KSPS BMA

% Muhamad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari“ah (Yogyakarta: Ul Press,
2005), him.105.



14

sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota koperasi. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif untuk memperoleh data.*

Pada skripsi ini Hamdan menjelaskan tentang akuntabilitas dan
pelaporan serta sistem bagi hasil pada koperasi dalam tinjauan akad syirkah
‘inan. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban
pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit
pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi
Pegawai Negeri Bina Sejahtera, meskipun menggunakan konsep dan teori yang
sama yaitu tentang akad syirkah ‘inan. namun objek dan tempat yang diteliti
berbeda.

Kedua, Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota
Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam). Yang
ditulis oleh Nurul Ezati pada tahun 2022, pada penelitian ini penulis membahas
terkait dengan tanggung jawab pengurus koperasi dalam meminimalisir resiko
pinjaman bermasalah anggota koperasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa,
pada penanganan pinjaman anggota koperasi yang melakukan wanprestasi,
pengurus telah melakukan upaya dan stategi untuk meminimalisir resiko, tetapi
hal ini tidaklah dirasakan secara langsung dikarenakan anggotanya tetap
melalaikan pinjamannya yang telah jatuh tempo.*

Walaupun sama-sama mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus
koperasi, namun objek yang dikaji sangat berbeda. Pada penelitian Nurul Ezati
membahas terkait tanggung jawab pengurus koperasi dalam menangani masalah
pinjaman yang telah jatuh tempo (adanya wanprestasi), sedangkan pada

penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada

31 Hamdan, Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan
Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Indn, Skripsi (Banda Aceh
UIN Ar-raniry, 2023).

2 Nurul Ezati, Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota
Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam), Skripsi (Sulawesi
Selatan IAIN Parepare, 2022).
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Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi
hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.

Ketiga, Implementasi Syirkah ‘Inan Pada UMKM (Studi Pada Usaha
Sablon OMI Creative Design Samarinda). Yang ditulis oleh Ikmaliatussalehah
pada tahun 2021, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan penerapan
syirkah ‘inan pada UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha
sablon Omi Creative Design tidak menerapkan syirkah ‘inan, hal tersebut dapat
dibuktikan terkait modal dan pembagian tugas kerja kedua pihak sudah sesuai
dengan syirkah ‘inan karena kedua pihak menggabungkan modalnya dengan
jumlah yang berbeda dan pembagian tugas kerja berdasarkan waktu luang dan
keahlian kedua pihak. Hanya saja dalam pembagian nisbah tidak sesuai dengan
syirkah ‘inan karena kedua pihak bersepakat untuk membagi keuntungan tersebut
sama rata, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep syirkah ‘inan. Karena
seharusnya nisbah tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan.*®

Walaupun sama-sama menggunakan konsep syirkah ‘inan, namun pada
penelitian Ikmaliatussalehah menggunakan variabel utama mengenai penerapan
syirkah ‘indn pada UMKM. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada
pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam
melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan
oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.

Keempat, Implementasi Konsep Syirkah ‘Indan Dalam Usaha
Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Yang ditulis oleh Siti
Tuma’ninah pada tahun 2020, pada penelitian ini penulis membahas terkait
dengan penerapan syirkah ‘inan pada pengelolaan kerja sama yang dilakukan
dalam usaha Photography Microscreen dalam perspektif hukum ekonomi
syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa, modal yang diberikan sama

#|kmaliatussalehah, “Implementasi Syirkah ‘Indn Pada UMKM (Studi Pada Usaha
Sablon OMI Creative Design Samarinda)”, (Jurnal llmu Ekonomi, Universitas Mulawarman),
Vol. 6 No. 1, 2021.
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besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua, keuntungan dibagi sesuai porsi
kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak kedua.
Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha photography
ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh
pihak kedua. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan
cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh
kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak satu dan pihak kedua
dalam melakukan usaha photography tersebut ialah pihak kedua mendapatkan
keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak pertama karena pihak kedua yang
mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah
dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya.*

Pada skripsi ini Siti Tuma’ninah ini variabel utama yang dikaji adalah
penerapan syirkah ‘indn pada pengelolaan kerja sama yang dilakukan dalam
usaha Photography Microscreen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus
koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan
keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai
Negeri Bina Sejahtera, meskipun menggunakan konsep dan teori yang sama yaitu
tentang akad syirkah ‘inan.

Kelima, Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia
dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah ‘Inan.
Yang ditulis oleh Indra Maulana Rahmatullah pada tahun 2019, pada penelitian
ini penulis membahas terkait dengan sistem penetapan tarif pada Provider PT.
Go-Jek Indonesia menurut syirkah ‘inan. Hasil pengolahan data dari proses
penelitian ini menunjukkan bahwa provider Go-Jek menetapkan sistem penetapan
tarifnya didasarkan atas berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk

meningkatkan ekosistem industri ojek online agar terus berkembang kedepannya,

3 Siti Tuma’ninah, Implementasi Konsep Syirkah ‘Indn Dalam Usaha Photography
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020).
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sehingga pihak provider terus memperbaharui kebijakan sistem dan tarifnya
tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut ditetapkan secara sebelah pihak tanpa
melibatkan mitranya sendiri yaitu driver dan juga tidak transparansi. Oleh kerena
itu, kebijakan inilah yang dinilai bertentangan dengan konsep syirkah ‘inan.
Karena pada dasarnya kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian
(syirkah ‘inan) setiap kebijakan yang tetapkan tidak boleh ada yang dirugikan
atau terintimidasi oleh sebelah pihak lainnya, karena perkongsian haruslah
adanya kesepakatan, transparansi dan saling menguntungkan.*

Pada skripsi Indra Maulana Rahmatullah mengkaji tentang penetapan
tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dalam perspektif syirkah ‘inan.
Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus
koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan
keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai
Negeri Bina Sejahtera. Walaupun sama-sama menggunakan konsep syirkah

‘inan, namun penelitian yang akan dikaji oleh penulis sangat berbeda.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh suatu kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Untuk memperolenh gambaran lengkap tentang desain metode dan
prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data terstandar
dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka langkah-langkah yang penulis lakukan
sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan perencanaan dan prosedur

penelitian yang melalui tahapan-tahapan mulai dari dugaan awal hingga

% Indra Maulana Rahmatullah, Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek

Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah ‘Inan,
Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019).
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menggunakan metode yang terstruktur dalam proses pengumpulan data,
analisis dan interpretasi. Keputusan terhadap penggunaan pendekatan
yang digunakan mempengaruhi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif
sosiologis, dengan melakukan analisis permasalahan dari sisi sosiologis
melalui wawancara langsung dengan pemeriksa dan pengurus koperasi
terhadap pertanggungjawaban sistem audit pelaporan untuk bagi hasil
pada KPN Bina Sejahtera.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif berdasarkan
pemaparan data yang penulis lakukan. Suatu metode untuk menganalisis
dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian
dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu dikenal dengan
analisis deskriptif. Tujuan dari srategi penelitian ini adalah untuk
mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta
dan karakteristik kelompok populasi atau wilayah tertentu. akurat, dan
faktual tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.
Melalui jenis penelitian kualitatif ini penulis akan menganalisis secara
sistematis mengenai pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera
dalam audit pelaporan untuk bagi hasil menurut syirkah ‘inan. Hal
tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang

diperlukan dalam penelitian ini.*

% Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 (Banda
Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018). him. 36.
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3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang

disebutkan dalam penelitian.*” Data primer dan data sekunder merupakan

dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a)

b)

Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak
pertama untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan solusi
yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama
itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau
diwawancarai.® Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi
yang di dapatkan langsung dari Pengurus dan Pengawas Koperasi
Pegawai Negeri Bina Sejahtera dan mencatat setiap informasi yang
dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang
valid dan sistematis serta pedoman dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah.
Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi,
jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema
skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan
pertanggungjawab koperasi pada RAT dalam audit pelaporan
keuangan untuk bagi hasil.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling

strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dalam penelitian

adalah untuk mendapatkan dan menganalisis data. Adapun Teknik

37 Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 (Banda
Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), him. 36.
% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2015),

him. 69.
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pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi,

dokumentasi serta teknik kepustakaan. Berikut merupakan bagian-bagian

dari bentuk penelitian ini:

a) Wawancara/Interview
Wawancara/Interview adalah suatu proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langung
dengan pihak pewawancara dengan responden atau yang
diwawancarai.*® Wawancara yang penulis lakukan disini dengan
cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan
diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis
melakukan wawancara langsung dengan pihak pengurus KPN Bina
Sejahtera yaitu Ketua dan Bendahara serta Dewan Pemeriksa KPN
Bina Sejahtera.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data sekunder berupa informasi yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara
formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.*

Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari dokumen-
dokumen terpercaya, baik berupa laporan hasil Rapat Anggota Tahunan
(RAT), neraca keuangan, dan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi
Pegawai Negeri Bina Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/XI11 1995.

5. Objektif dan Validitas Data

Teknik triangulasi, komponen penting dari penelitian kualitatif,
digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk
mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil

¥ Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), him.
243.

0 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2009), him. 69.
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penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai
sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data
secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu,
diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber
bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.*
6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan
teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat
dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber
agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan
hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data
yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.”” Setelah semua data penelitian
dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan
metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk
memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain
itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam
bentuk kata-kata bukan angka.

Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode
yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa
data primer maupun data sekunder, yang akan disusun secara sistematis,

setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada

- Andi Praswoto, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Diva Press, 2010), him. 289.
*2 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), him. 88.
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suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadi pedoman untuk
membuat rencana ke depan, metode ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi yang aktual, rinci, mengidentifikasi masalah,
dan membuat perbandingan.®
8. Pedoman penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada pedoman
Al-Qur’an dan Terjemahan, kitab-kitab hadist yang menjadi acuan
penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku Pedoman
Penulisan Skripsi dari fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
edisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan
skripsi ini adalah dengan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam
skripsi ini dibagi menjadi empat (empat) bab, dengan setiap bab memiliki empat
sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan
dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai
tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan konsep akad syirkah ‘inan dan
operasional bagi hasilnya dalam Figh Muamalah, dengan komposisi subbabnya
sebagai berikut: pengertian akad syirkah ‘indn dan dasar hukumnya, rukun dan
syarat akad syirkah ‘indn, pengelolaan usaha pada akad syirkah ‘inan, perhitungan

pendapatan pada akad syirkah ‘inan, pola bagi hasil pada akad syirkah ‘indn dan

*3Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 75.
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akuntabilitas operasional usaha berbasis syirkah ‘inan menurut fugaha dan
undang-undang koperasi.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai gambaran umum
tentang Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Seulimeum Aceh Besar,
ketentuan ketetapan auditing KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan
untuk bagi hasil pada RAT, pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera
dalam pengelolaan dana keuangan dari hasil audit pada rapat anggota tahunan,
dan tinjauan akad syirkah ‘inan terhadap pertanggungjawaban pengurus KPN
Bina Sejahtera pada sistem audit pelaporan keuangan bagi hasil dalam Rapat
Anggota Tahunan.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis
teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran

yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA
KONSEP SYIRKAH ‘INAN DAN OPERASIONAL
BAGI HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad Syirkah ‘Indn dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Akad Syirkah ‘Indn

Kata syrikah (4S,4) dalam bahasa Arab berasal dari kata << (fi'il
madhi), & & (fi’il mudhari’), 4% (isim mashdar) artinya menjadi sekutu atau
serikat.* Secara etimologi, syirkah berarti ikhitilath (pencampuran), vyaitu
mencampurkan dua bagian atau lebih dari dua harta dengan yang lainnya,
sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.”” Sedangkan secara
terminologi, syirkah diartikan dengan perkongsian yang terdiri atas dua orang
atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh profit keuntungan.*®

Syirkah merupakan istilah bahasa Arab yang digunakan dalam
melakukan perkongsian atau kerjasama bisnis yang bertujuan untuk
mendatangkan profit keuntungan bagi pihak yang melakukan syirkah. Dalam
beberapa penjelasan Fikin Muamalah, para fugaha menjelaskan syirkah sebagai
bentuk perkongsian dalam hal permodalan untuk mendatangkan pendapatan
sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku Il Bab | Pasal 20 ayat
(3) dijelaskan bahwa syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang
atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh

pihak-pihak yang berserikat.*’

“ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Al-Munawwir
Krapyak, 1984, him. 765.
*® Rachmad Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), him. 183.
* Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajiz Fi Fighsi Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz
(terj. Ma aruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, Cet Ke-1), him. 687.
4" Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku 11 Bab | Pasal 20 ayat 3, him. 10.
24
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Dalam kalangan imam mazhab pembahasan mengenai Syirkah ‘inan
belum dijelaskan secara khusus. Pembahasan tentang syirkah ‘indn masih
dijelaskan secara umum yaitu masih berada pada tataran pembahasan dalam
syirkah ‘uqud, yang merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat dalam bentuk
kesepakatan dalam berbisnis. Dalam hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa
literatur fikih, para ulama menjelaskan tentang syirkah dalam transaksi bisnis
sebagai berikut.

Dalam mazhab Hanafi syirkah atau perkongsian didefinisikan sebagai
akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan
keuntungan.® Dalam mazhab ini, definisi syirkah difokuskan pada kerjasama
dalam hal permodalan dan keuntungannya dibagi secara adil sesuai dengan
kesepakatan di awal perjanjian.

Di kalangan ulama Malikiyah syirkah diartikan sebagai suatu keizinan
untuk bertindak secara umum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta
mereka.” Dalam mazhab ini, makna syirkah difokuskan pada sistem
operasionalnya dengan menekankan para pihak yang berkongsi dapat
menggunakan modal untuk berbisnis secara bersama-sama di antara partner
syirkah.

Definisi syirkah yang cenderung tidak fokus tentang usaha dagang atau
bisnis dikemukakan oleh fugaha Syafi’iyah dan Hanabilah. Keduanya
berpendapat bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau
lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.”® Pada definisi dari kedua mazhab
tersebut menegaskan adanya hak yang dimiliki oleh setiap orang yang
melakukan akad syirkah untuk memahami dan menggunakan haknya sebagai
anggota syirkah agar dapat mengelola dan menjalankan usaha untuk mencapai

keuntungan yang maksimal bagi anggota yang berserikat.

*8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), him.166.
“* Ibid., him. 165.
% Ipid., him. 165-166.
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Ulama fikih kontemporer terkemuka vyaitu Wahbah az-Zuhaili
mendefinisikan syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam
pembagian hak dan usaha.’* Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili
bahwa dalam melakukan perkongsian oleh para pihak yang berpartisipasi dalam
melakukan kerjasama serta pembagian kerja dan keuntungan yang diperoleh
pada akhir perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan.*

Dari definisi-definisi tersebut dapat diperoleh gambaran secara jelas
tentang syirkah sebagai sebuah kesepakatan kerjasama bisnis dalam permodalan,
keterampilan atau kepercayaan untuk memperoleh profit keuntungan dan
kerugian sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad kerjasama
tersebut. Namun para fugaha memiliki pemahaman yang berbeda tentang
syirkah, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas masing-masing ulama
memberi gambaran yang cenderung berbeda tentang akad syirkah.

Penjelasan para fugaha mengenai akad syirkah di atas masih dalam
bentuk umum akad kerjasama bisnis, karena lebih lanjut para fugaha
menjelaskan perincian akad syirkah dalam pembagian syirkah ‘uqud yang
terbagi kepada beberapa macam vyaitu Syirkah ‘inén, syirkah wujuh, syirkah
mufawadhah dan syirkah abdan. Dalam hal ini penulis memfokuskan
pembahasan pada syirkah ‘indn yang merupakan konsep teori dasar bab dua
sebagai acuan variabel.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ‘indn adalah suatu persekutuan atau
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan (harta) untuk
melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai
dengan modal masing-masing.”®* Dalam syirkah ‘nan tidak disyaratkan harus
sama modal, wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satu

pihak mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain dan boleh pula salah satu

*! Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
him. 469.

>2 Ibid., him. 101.

>3 Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut: cet. |11, 1981), him. 295.
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lainnya sebagai penanggung jawab atau yang lainnya tidak. Dalam Syirkah ‘inan
keuntungan dibolehkan sama dan boleh juga berbeda sesuai kesepakatan
bersama.>

Menurut Ibnu Rusyd syirkah ‘inan adalah kesepakatan kerjasama antara
dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan
dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak juga berbagi dalam keuntungan
dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantaranya, namun porsi masing-
masing pihak, baik dalam dana, kerja atau pun bagi hasil berbeda sesuai dengan
kesepakatan antara pihak.>

Dalam Kkitab Al-Fighu ‘ala Madzahib Al-Arba’ah, Abdurrahman al-
Jaziry menjelaskan bahwa syirkah ‘inan adalah kerja sama yang dilakukan
antara dua pihak atau lebih, jika ada dua pihak maupun lebih dalam melakukan
perkongsian dan kemudian menggabungkannya sebagai modal untuk
diinvestasikan hingga diperoleh pendapatan sebagai hasil usaha. Selanjutnya
pendapatan tersebut dapat diklaim sebagai keuntungan baik dalam bentuk laba
kotor maupun laba bersih. Apabila terdapat dua pihak maupun lebih yang
melaksanakan perkongsian harta, maka bisa saja perkongsian tersebut dikelola
oleh salah satu pihak di antara kedua pihak yang melakukan perkongsian dengan
ketentuan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankannya akan
mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan modal yang
dikeluarkan.®

Syirkah ‘inan memiliki bentuk yang fleksibel terutama pada kesepakatan
dalam kontrak perkongsian karena para fugaha telah menjelaskan bentuk syirkah
‘inan ini cenderung memiliki kebolehan terhadap perbedaan atas kemampuan
dalam memenuhi modal, kerja dan tanggung jawab tidak mesti sama dalam
mengelola bisnis perkongsian. Hal ini disebabkan syirkah ‘inan memiliki

> Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 13, (Bandung: Alma’arif, 1997), him. 176.
*® |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 496.
% https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/ diakses pada Tanggal 5 Januari

2024.
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karakteristik yang dibolehkan berbeda dalam pemenuhan modal dan tanggung
jawab para pihak dalam mengelola usaha perkongsian.
2. Dasar Hukum Akad Syirkah ‘Indn

Para fugaha sepakat disyari’atkan dan dibolehkan Syirkah ‘inan.
Rasulullah Saw telah mempraktikkannya, beliau mengadakan syirkah dengan
as-Sa’ib Ibnu Abi as-Sa’ib, al-Bara ‘ibnu ‘Azib dan Zaid ibnu al-Agram. Beliau
mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal
munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan perkongsian syirkah.>

Dalam konsep Islam, hukum adanya perserikatan adalah mubah (boleh)
karena syirkah termasuk dalam kegiatan muamalah atau kegiatan interaksi
antara sesama manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya argumentasi
fugaha dengan mengijtihadkan syirkah ‘inan dari dalil-dalil al-Qur’an dan
Hadist.

a. Dalil-dalil dari Al-Qur’an

Surat Shad (38) ayat 24

blazs LTzl V) ga1 W ety 2 JLl o2 58 b5
v U 5 sl
Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka

ini.... (QS. Shad [23]: 24).
Ayat di atas menjelaskan pada zaman Nabi Daud a.s berserikat
telah dilakukan, yaitu perkongsian dalam peternakan kambing. Akan
tetapi dalam syirkah tersebut salah satu pihak melakukan pengkhiatan

terhadap pihak lain. Secara konseptual ayat ini dapat dijadikan sebagai

> Abdulllah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam
Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), him. 277.
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dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah (syirkah) itu hukumnya
boleh.*®

Kata <Wlsll dalam Tafsir al-Khazin mempunyai makna berserikat
yaitu bercampur dua benda yang tidak bisa diuraikan bentuk asal
masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa
syirkah yang benar adalah syirkah yang didasari dengan keimanan dan
dikerjakan dengan ikhlas.*

Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya An Nur bahwa
kebanyakan orang yang bekerjasama selalu ingin merugikan mitra
usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan shalih.
Merekalah yang tidak mau menzalimi yang lain, tetapi alangkah

sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.®
Surat An-Nisa’ (4) ayat 12

36 8 81 5 S5 238555 13 oI 10 a0 g L3t g o591 522
;U‘niiinfjaé‘*"?"*’b?%’ﬁ;%
Artinya: “Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih
dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau
(dan setelah dibayar) utangnya dengan tidaj menyusahkan

(ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun. ”(QS. An-Nisa [4]: 12).*

Ayat di atas sebenarnya menjelaskan dan menetapkan tentang
furudh al-magaddarah terhadap zaw al-furudh. Pada prinsipnya ayat

tersebut menjelaskan tentang syirkah jibari yaitu permasalahan

*% Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, Figh Perbankan, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2011), him. 92.

%% Shamad B. A., Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab, (Banda
Aceh: Yayasan PeNA, 2007), him. 57.

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qurannul Majidan An Nur,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), him. 350.

¢! Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV. Diponegoro,
2005), him. 63.
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pembagian harta warisan. Meskipun berbeda tujuan namun ayat tersebut
secara umum lafadnya sama menetapkan tentang syirkah.
b. Dalil dari sunnah

Selain ayat-ayat di atas, dasar hukum bolehnya akad syirkah
diperkuat dengan adanya hadist qudsi yang dilakukan oleh umat Islam.
Adapun di antara hadist tentang syirkah yaitu diriwayatkan oleh Abu

Hurairah bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

A

Q65 4 J6 : gloy 46 & Lo & 3325 36« J6 4B W oo b 15
5 355) Lagsls e &85 85 1550 ol LT 8 L 353 201 6 €

(v/f‘é‘- f Wj 33‘.:

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam
bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla berfirman, “Aku
adalah pihak ketiga (yang memberikan penjagaan, pertolongan,
dan keberkahan) bagi dua orang yang melakukan syirkah,
selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati
perkongsiannya. Apabila di antara mereka ada yang
berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak

memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan)”. (HR.
Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).*?

Hadist di atas merupakan hadist qudsi yang langsung Allah turunkan
kepada Rasulullah Saw yang kemudian disampaikan menggunakan lisan
Rasul sehingga tidak diklasifikasi sebagai ayat Al-Qur’an. Makna dari
hadist diatas adalah Allah akan senantiasa menjaga dan membantu
mereka yang bersyarikah dengan cara memberikan tambahan harta dan

melimpah berkah pada perdagangan mereka. Namun jika terdapat

%2 Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3,( Dar
Al-Fikr: Beirut, 1988), him. 256.
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pengkhianatan di dalamnya maka berkah dan bantuan tersebut akan
dicabut oleh Allah.*®

2
1 4, oto ~ O A

S £37 & BB D gabsll 5558 JE R B o5 s3hna 3 1 3 s

64(‘;5‘...«.:5‘ o‘J))
Artinya: Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: “Aku pernah berserikat
dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh

pada peperangan Badar”. (HR. Nasai)

Dalam hadist riwayat Nasai di atas disebutkan bahwa kerjasama
dalam perkongsian dibolehkan selama dilakukan dengan sikap jujur dan
transparan tanpa adanya pengkhianatan dari pihak yang melakukan
perkongsian.

c. Ijma’

Berdasarkan ayat dan hadits di atas hukum syirkah bersifat
kondisional dan pada hukum taklifi dari syirkah adalah mubah. Pada
dasarnya perkongsian dalam suatu kegiatan khususnya kegiatan
ekonomi dalam bentuk apapun dibolehkan oleh Islam. Lebih dari
pada itu perkongsian tersebut sangat disukai dan dianjurkan untuk
dilakukan selama tidak ada tipu daya dan pengkhianatan dalam
pelaksanaannya. Adapun hikmah dibolehkannya syirkah adalah agar
manusia saling menolong dalam  menginvestasikan dan

mengembangkan harta mereka.®

63 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, Bairut: Darul Fikri,
1989), him. 3876.

& Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam,
(Jakarta: Putra Amani, 1996).

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him.
442.
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B. Rukun dan Syarat Akad Syirkah ‘Inin
1. Rukun Akad Syirkah ‘Inin

Rukun adalah suatu unsur yang tidak boleh terpisah dari suatu perbuatan
atau yang dapat menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan. Rukun menjadi
unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu pekerjaan tertentu.
Rukun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perbuatan
hukum, dikarenakan suatu perbuatan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila
sudah terpenuhi rukun-rukunnya secara mutlak.

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus terwujud ketika syirkah sedang
berlangsung. Adapun rukun-rukun akad syirkah di kalangan fugaha berbeda
bentuk dan jumlahnya.

Menurut ulama Hanafiah yang termasuk rukun akad dalam perbuatan
syirkah adalah adanya ijab dan gabul. Hal ini disebabkan karena adanya shigat
yang diucapkan oleh pihak anggota syirkah telah menunjukkan keihklasan dan
keinginan tanpa adanya paksaan untuk melakukan kerjasama dalam mewujudkan
sebuah usaha untuk menghasilkan profit.®® Apabila ijab dan gabul dilakukan
dengan cara yang tidak baik maka perjanjian tidak berlaku dan syirkah dianggap
batal, karena shigat adalah inti dari perjanjian kerjasama itu sendiri. Sedangkan
‘agidain (para pihak), dan ma’qud alaih (objek akad) yang diakadkan tidak
dianggap sebagai rukun syirkah, melainkan hanya sebagai Syarat-syarat
terbentuknya akad syirkah.®’

Menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun syirkah
memiliki beberapa unsur yaitu sebagi berikut:

% Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 4. (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2012). him. 124,
7 Ibid.
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1) Sighat

Sighat atau ijab gabul adalah ungkapan yang keluar dari para pihak yang
melakukan  transaksi dengan menunjukkan kehendaknya untuk
melaksanakan sesuai dengan hal yang disepakati.
2) ‘Aqgidain

‘Agidain merupakan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Dua
pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/keahlian
untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Syirkah tidak dianggap sah
kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak disyaratkan
harus baligh, berakal, cakap hukum, serta cakap dalam mengelola harta.
3) Objek syirkah

Objek yang ditransaksikan dalam syirkah berupa modal pokok baik
dalam bentuk harta, uang atau emas atau bagian dari harta yang memiliki
nilai. Modal pokok syirkah harus ada dan jelas tidak boleh berupa harta
yang terutang ataupun benda yang tidak diketahui, karena hal ini tidak bisa
dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah yaitu mendapatkan
keuntungan.®

Selain itu Ibnu Rusyd juga membahas secara khusus beberapa rukun

Syirkah ‘inan yaitu:

a. Harta yang menjadi objeknya.
b. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua.
c. Mengetahui kadar pekerjaan.®

2. Syarat Akad Syirkah ‘Inin
Menurut Hanafiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah

dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013). him.
220.
% |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 497.
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a. Sesuatu yang berhubungan dengan bentuk syirkah, baik dengan harta
maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu
yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat
diterima sebagai perwakilan dan yang berkenaan dengan keuntungan,
yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua
pihak, contohnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

b. Suatu yang berhubungan dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini
terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni modal yang dijadikan
objek akad syirkah ‘inan adalah alat pembayaran serta yang
dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan,
baik jumlahnya sama ataupun berbeda.

c. Sesuatu yang berhubungan dengan syirkah mufawadah terdapat tiga
syarat yang harus dipenuhi, yakni modal (pokok harta) dalam syirkah
mufawadah harus sama, bagi yang berkongsi harus ahli untuk
kafalah dan bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah
umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

d. Adapaun syarat yang berhubungan dengan syirkah ‘indn sama

dengan syarat syirkah mufawadah. ™

Selain itu, terdapat syarat modal yang harus dipenuhi dalam syirkah
‘inan sebagaimana yang diterangkan oleh al-Kasani sebagai berikut:

a. Modal syirkah haruslah nyata, baik saat akad maupun saat membeli.
Oleh karena itu syirkah menjadi tidak sah jika modal yang digunakan
berupa hutang atau harta yang tidak ada. Tujuan syirkah untuk mendapat
keuntungan dan keuntungan tersebut tidak akan mungkin didapatkan
tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan
tersebut tidak akan mungkin dilakukan pada harta yang masih dihutang

orang sehingga apabila dilakukan tujuan syirkah tidak akan terwujud.

" A, Hamid Sarong, dkk, Figh, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), him. 102.
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b. Modal syirkah hendaklah berupa barang berharga secara mutlak, yaitu

uang seperti dirham dan dinar di masa lalu atau mata uang yang tersebar

luas di masa modern sekarang.™

Menurut Muh. Zuhri, syirkah ‘indn dalam Figh Muamalah mempunyai

beberapa syarat:

a.
b.
C.

d.

Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.

Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan
perjanjian.

Tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar, syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebelum melakukan kerjasama syirkah ‘inén yaitu:

a.
b.
(&

d.

Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang.
Modal yang diberikan sama dalam hal jenis dan macamnya.

Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara
modal yang satu dengan yang lainnya.

Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau
modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik
modal.”

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi syirkah ‘indn mempunyai Syarat-

syarat keabsahannya sebagai berikut:

a.

Syirkah hendaknya dilakukan sesama muslim, hal ini dilakukan agar
terhindar dari interaksi riba atau haram kecuali hak menjual di tangan
orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut.
Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena
keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal
dan saham.

Keuntungan dalam syirkah dibagi berdasarkan jumlah modal.

Jika modal berupa uang, namun terdapat seseorang yang memiliki
komoditi ingin ikut bergabung dalam syirkah maka komoditinya di

™t Wahbah al-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),

him. 451,

2 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan
Antisipatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), him.162.

® Tagiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, (Surabaya:
Risalah Gusti, 1996), him. 210.
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hargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari dilakukannya

e. ?’iéak((je.rjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham, sama
seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

f. Jika salah seorang yang berserikat meninggal dunia, maka syirkah
menjadi batal. Namun jika yang melakukan syirkah meninggal dunia
maka ahli waris atau walinya yang bertanggung jawab terhadap
usaha syirkah tersebut.”

C. Pengelolaan Usaha pada Akad Syirkah ‘Inan

Kerjasama dalam bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk
memperoleh profit sebagai keuntungan. Pendapatan dalam bisnis baik yang
dikelola secara personal maupun perkongsian menjadi target yang sangat
penting untuk ditetapkan sehingga kinerja pengelolaan usaha dapat dilakukan
secara optimal terutama pada proses pemasaran sebagai garda terdepan utuk
kegiatan operasional pengelolaan usaha. Tetapi tidak semua pelaku usaha
mampu memenuhi kebutuhan modal dan mengurus usahanya secara baik
sehingga membutuhkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain untuk
kebutuhan modal dan mengelola usahanya. Kemitraan usaha merupakan suatu
hal yang lumrah dilakukan dalam dunia bisnis baik bisnis di kalangan besar
maupun dalam bisnis kalangan kecil. Secara konseptual Figh Muamalah bentuk
kemitraan usaha memiliki beberapa konsep seperti syirkah, musagah,
mudharabah, muzara’ah dan lain-lain. Untuk konsep syirkah para ulama
membagi ke beberapa konsep kerjasama yang berbeda.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada syirkah ‘uqud ini terutama dalam
bentuk syirkah ‘inan yang merupakan bagian dari bagian amwal, persekutuan
dua pihak yang bekerja sama dalam modal, maka sejak akad dilakukan sistem
modal dan seluruh operasional pengelolaannya harus dijelaskan sejak awal
sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan di antara para pihak ketika

operasional usaha telah berjalan. Untuk itu ulama telah menegaskan bahwa

™ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul
Falah, 2000), him. 518.
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aspek modal harus jelas dari saat akad dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi
kecukupan modal.”

Pada prinsip akad musyarakah ini setiap mitra usaha memiliki hak yang
sama dengan mitra usaha lainnya untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha
sebagai upaya untuk pengembangan modal bersama yang telah diinvestasikan.
Para mitra usaha harus menyepakati bentuk investasi yang dilakukan, sistem
kerja pengelolaan usaha dan pola evaluasi atas kinerja investasi oleh semua
mitra yang telah menginvestasikan modal. Pada akad musyarakah ini seluruh
mitra usaha harus berkontribusi pada pengelolaan usaha sehingga operasional
usaha dapat dilakukan dan diketahui oleh semua mitra usaha.™

Untuk memperjelas tentang operasional usaha dengan menggunakan
pola syirkah ‘inan berikut ini penulis paparkan perspektif fugaha tentang
pengelolaan kerja sama ini sehingga seluruh dinamika pengelolaan usaha dapat
berjalan sesuai dengan ciri dari Syirkah ‘inén ini, yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengelolaan modal usaha para mitra
syirkah ‘inan boleh mewakilkan transaksi yang dilakukan kepada pihak
lain baik untuk pembelian, penjualan atau penyewaan objek tertentu
untuk kebutuhan usaha. Dalam mengelola usaha, pihak mitra yang
melakukan akad syirkah ‘inan tidak diperbolehkan melakukan kerja
sama dengan mitra lain yang berada di luar perkongsian awal tanpa
seizin dari mitra pertama. Jika dua orang bermitra dalam syirka/i ‘inén
kemudian salah seorang mitra mengadakan syirkah dengan pihak ketiga
tanpa izin dari mitra pertama, maka ketentuan dari keuntungan dari
syirkah ini dibagi bersama dengan ketentuan pihak ketiga mengambil
bagian setengah, sedang sisa dari keuntungan dibagi sesama mitra yang

melakukan akad syirkah lebih dulu.”

’® Rahmat Syafi’i, Fikih Muamalah. .., him. 194,
’® Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. .., him. 56.
" Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 4..., him.141-142.
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Jika salah seorang mitra membeli sesuatu untuk kepentingan
perkongsian, maka seluruh mitra bertanggung jawab untuk
pembayarannya. Mitra yang melakukan akad syirkah ‘inéan tidak boleh
menggadaikan sesuatu yang berasal dari modal yang telah diinvestasikan
oleh mitra lainnya. Apabila terjadi penggadaian barang oleh salah satu
mitra maka pihak yang menggadaikannya harus bertanggung jawab atas
barang yang digadaikan. Sedangkan mitra yang lainnya dapat menuntut
pengembalian modal bagian miliknya kepada mitra yang berutang atau
pemilik barang yang digadaikan, sebesar setengah nilai dari barang
gadaian.”

Menurut Imam Malik pengelolaan syirkah dapat dilakukan dalam
beberapa bentuk yang sesuai dengan ketentuan syara’, yaitu:

a. Dalam pengelolaan syirkah ‘indn anggota perkongsian dapat
menggunakan sebagian dari modal syirkah untuk kepentingan
promosi usaha untuk mempercepat perkembangan bisnis yang
dilakukan. Mitra perkongsian juga boleh menggunakan sebagian
hasil dari investasi untuk dana sedekah seperti membeli bantuan
kepada orang fakir.

b. Mitra yang mengelola perkongsian dapat menggunakan sebagian
dana dari pendapatan syirkah untuk diinvestasikan pada usaha
lainnya dengan menggunakan akad syirkah mufawadah atau
Syirkah ‘inan dengan syarat harus mendapatkan izin dari anggota
syirkah lainnya sebagai bentuk pengembangan usaha syirkah
yang pertama.

c. Dalam mengelola modal mitra syirkah dapat memberikan piutang
kepada pihak lain dari modal usaha untuk kepentingan bisnis dan
seluruh aspek risiko dari piutang tersebut tetap ditanggung

8 Ibid., him. 143.
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bersama sebagai perkongsian dari bisnis. Namun harus
memenuhi syarat yaitu mitra yang memberikan utang harus jujur,
apabila mitra yang memberi utang tidak jujur maka mitra lainnya
tidak memiliki tanggung jawab atas utang tersebut. Mitra yang
memberi utang juga tidak dibolehkan adanya hubungan khusus
dengan otang yang berutang.

d. Dalam pengelolaan penjualan komoditas dari usaha syirkah,
mitra perkongsian dibolehkan menjual suatu barang dengan cara
non tunai kepada konsumennya tanpa seizin dari mitra yang lain.
Apabila mitra tersebut melakukannya, maka mitra yang lain
boleh memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut.
Jika menolak, maka pembayaran menjadi tanggung jawab pihak
yang melakukan pembelian produk tersebut meskipun masih
anggota perkongsian.”

3. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pihak perkongsian dalam melakukan
pengelolaan modal harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Tidak
dibolehkan dari mitra perkongsian melakukan suatu tindakan yang dapat
merugikan dan membahayakan mitra lainnya. Jika anggota perkongsian
sepakat atas harga suatu barang, maka berang tersebut tidak boleh dijula
dengan harga yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari harga
sebelumnya demi kemaslahatan bersama.

Menurut Imam Syafi’i pada pengelolaan bisnis dalam bentuk
penjualan produk maka anggota perkongsian tidak boleh melakukan
penjualan dengana cara utang dan tidak dibolehkan untuk melakukan
penipuan terhadap penjualan suatu barang, karena hal tersebut akan
mendatangkan mudharat terhadap mitra lainnya. Anggota perkongsian

yang mengoperasionalkan usaha perkongsian tersebut hanya dapat

™ Ibid., him. 144.
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menggunakan sebagian modal syirkah untuk kepentingan pribadi.
Namun apabila mitra tersebut sangat membutuhkannya, dengan syarat
mitra lainnya harus mengetahui dan setuju terhadap penggunaan
sebagian modal/dana tersebut.®

Pendapat Mazhab Hanbali menyatakan seluruh anggota perkongsian
harus loyal dan kredibel terhadap kemitraan yang telah dibangun, karena
setiap mitra usaha tersebut memiliki posisi yang sama meskipun modal
yang diinvestasi berbeda jumlahnya. Dengan kemitraan bisnis yang
dibangun maka setiap mitra usaha harus mampu menunjukkan i’tikad
baik dalam pengelolaan usahanya, komitmen untuk menjalankan usaha
dan memperoleh keuntungan sehingga dapat dibagi sesuai kesepakatan.
Begitu pula dalam hal kerugian dan tanggung jawab atas risiko yang
ditimbulkan pada usaha bisnis yang dilakukan bersama-sama dengan
porsi modal yang diinvestasikan. Sebaliknya apabila salah satu anggota
mitra usaha tidak memiliki loyalitas dan komitmen terhadap bisnis maka
segala risiko yang terjadi disebabkan buruknya kinerja dalam
pengelolaan usaha, seluruh risiko tersebut tidak dapat dituntut kerugian
dan kehilangan usaha kepada pihak lain. Namun apabila dari anggota
mitra melakukan kesalahan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya,
kerugian yang timbul murni disebabkan risiko baik kondisi internal pasar
maupun persaingan usaha, maka mitra tersebut harus membuktikan bukti
yang dapat diterima oleh mitra lainnya.®!

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menjalankan

kerja sama yang telah disepakati yaitu:

1.

Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah suatu syarat.
Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lainnya,

5 Ipid.
5 Ibid.
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dalam hal ini mitra tersebut boleh menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi
dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi
kerja harus dijelaskan dalam kontrak.®

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama sepakat
dalam pengelolaan usaha pada akad Syirkah ‘indn modal yang telah terkumpul
dianggap sah apabila dikelola oleh salah satu mitra usaha. Akan tetapi dalam hal
pertanggung jawaban operasional dari usaha tersebut harus dilakukan secara
transparan, terbuka dan jujur oleh mitra yang mengelola usaha untuk terciptanya

perkongsian yang baik dan saling percaya di antara para pihak perkongsian.

D. Perhitungan Pendapatan pada Akad Syirkah ‘Inan

Perhitungan pendapatan pada akad syirkah ‘indn menggunakan
presentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berkongsi dengan
diperoleh berdasarkan kontribusi modal dan income bisnis yang dikelola. Begitu
pula dengan kerugian harus dibagi secara proposional berdasarkan besarnya
kontribusi terhadap modal.

Dalam syirkah modal ataupun tenaga diperoleh dari anggota perkongsian
sehingga keuntungannya mengalami pembagian antara anggota yang berada di
dalam perkongsian. Para ulama sepakat, apabila masing-masing anggota
menyetor modal sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.
Dalam keuntungan ini harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang
disetor oleh anggota sehingga tidak akan menyimpang dengan kesepakatan awal
maupun ajaran Islam.®

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus
menurut perbandingan modal. Jika seorang yang bermodal Rp 100.000- dan

yang lainnya Rp 50.000,- maka pihak pertama harus mendapat 2/3 dari jumlah

82 Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
8 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 2009), him. 148.
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keuntungan dan pihak kedua mendapat 1/3 dari jumlah keuntungan. Namun ada
juga ulama yang tidak mesti sama dengan perbandingan modal boleh lebih atau
kurang sesuai dengan kesepakatan keduanya waktu akad.®*

Para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang berbeda tetapi
pembagian keuntungannya sama. Seperti harta yang disetorkan syirkah itu
sebesar 30% sedangkan yang lainnya 70%, maka pembagian keuntungan
masing-masing anggota syirkah sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi’i
tidak membolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan salah satu pihak yang
bekerja sama tidak boleh mensyaratkan kerugian. Sedangkan Iman Hanafi dan
Imam Hanbali memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan sistem
tersebut, dengan syarat pembagiannya harus melalui kesepakatan terlebih dahulu
antara anggota perkongsian.®

Imam Syafi’i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian ditetapkan
menurut kadar modal, hal ini disebabkan karena keuntungan bermakna
pertumbuhan modal dan kerugian merupakan pengurangan modal. Keuntungan
dan kerugian akan terjadi berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika
modal setiap anggota sama besarnya namun pembagian keuntungan dan
kerugian berbeda, maka syirkah yang dijalankan tersebut tidak sah.*

Untuk menghitung secara jelas keuntungan serta untuk menghindari
perbedaan pada waktu alokasi laba maupun penghentian atas kerja sama
tersebut, setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditetapkan di awal
kesepakatan bagi seorang mitra. Jika keuntungan yang didapatkan melebihi
jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas presentase

untuk diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian nisbah

% Ibid., him. 148.

® Imam Ghazali Said, Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),
him. 304,

8 Shamad B. A, Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab, (Banda
Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), him. 142.
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seperti bagi hasil, presentase bagi hasil dan periode bagi hasil harus tertulis
secara jelas dalam akad. Dalam syirkah ‘inan dibangun dengan prinsip wakalah
dan amanah, sebab masing-masing pihak harus membuat kesepakatan. Jika
kesepakatan tersebut sempurna maka para pihak boleh langsung
mengimplementasikannya.®’

Keuntungan yang akan didapat dalam akad syirkah ‘in&n ditetapkan
berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal
ini sangat berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan
banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bagian yang diperoleh oleh
masing-masing pihak harus diketahui melalui penetapan seperti %, 1/3, ¥ dan
lain sebagainya. *

Berdasarkan paparan di atas, perhitungan pendapatan keuntungan pada
syirkah ‘inan sangat dipengaruhi dari kontribusi modal para pihak. Selain itu,
perhitungan pendapatan keuntungan pada syirkak ‘inén dianggap sah apabila
setiap anggota syirkah membuat tuntutan terhadap keuntungan berdasarkan
porsi modal masing-masing anggota serta anggota syirkah juga boleh

menetapkan pembagian keuntungan sama rata sekalipun modal mereka berbeda.

E. Pola Bagi Hasil pada Akad Syirkah ‘Inan

Pola bagi hasil dalam setiap perkongsian merupakan bentuk perjanjian
kedua belah pihak dalam menjalankan suatu ekonomi, dimana keduanya terikat
kontrak di dalam usaha tersebut apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi
sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam kesepakatan di awal perjanjian.
Pola bagi hasil bukan ditentukan dengan jumlah yang pasti namun berdasarkan
presentase, hal ini dilakukan untuk menganalisir kerugian yang akan timbul dan

ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing.

8 Taqyuddin al-Nabhani, al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam, (Alih Bahasa Moh. Maghfur
Wachid), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. (Surabaya: Risalah Gusti,
1996, him. 150.

8 Shamad B. A, Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab..., him.
111.
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Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha
harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya
penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan
kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin)
pada masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.*

Dalam akad syirkah ‘indn masing-masing orang yang berkongsi
menyediakan dana atau barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-
masing orang yang berkongsi berhak mendapatkan hasil usaha baik keuntungan
dan kerugiannya dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.
Pada syirkah ‘inan ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang
disediakan oleh mitra harus sama porsinya, dan tidak pula disyaratkan masing-
masing mitra tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian dan keuntungan
dengan jumlah yang sama.”

Pola keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang
diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda. Apabila modal yang
diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama,
baik kegiatan usahanya oleh berdua atau salah satunya. Akan tetapi, apabila
modalnya berbeda maka keuntungannya juga berbeda. Contohnya A dan B
berkongsi dengan masing-masing menanamkan modal Rp 10.0000.000,00-.
Apabila usahanya mendapat keuntungan Rp 4.000.000,00-, maka A dan B
masing-masing mendapatkan bagian 50% dari keuntungan, vyaitu Rp
2.000.000,00- dan keuntungan yang diperoleh Rp 4.500.000,00-, maka
pembagian keuntungan diperhitungkan dengan modal yang diinvestasikan, yaitu
A : 2/3 x Rp 4.500.000,00 = Rp 3.000.000,00-, sedangkan B : 1/3 x Rp
4.500.000,00 = Rp 1.500.000,00-.>*

8 Faizal Moh., Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah, (Jurnal
Islamic Banking), Vol. 2 No. 2. 2017, him. 18.

% Maulana Hasanuddin, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2012), him. 32.

1 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2017), him. 357.
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Dalam keadaan modal yang diinvestasikan sama, menurut ulama
Hanafiah kecuali Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu
anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai
dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar daripada anggota serikat lainnya.
Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan
atas mal (modal), pekerjaan (amal), dan tanggung jawab (dhaman). Dalam hal
ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.”

Hanabilah dan Zaidiyah sama pendapatnya dengan Hanafiah, yaitu
dibolehkan pembagian keuntungan yang lebih besar kepada anggota serikat.
Adapun dalam hal kerugian, ulama sepakat dibagi sesuai dengan besar kecilnya
modal.”

Menurut Malikiyah, Shafi’iyah, Zhahiriyah, Imamiyah dan Zufar dari
Hanfiah, untuk sahnya syirkah ‘inan disyaratkan keuntungan dan kerugian
diperhitungkan nisbahnya dengan modal yang ditanamkan, karena keuntungan
merupakan tambahan atas harta (modal), dan kerugian merupakan pengurangan
atas harta (modal). Dengan demikian, kerugian menyerupai keuntungan.®*

Dalam syirkah berlaku ketentuan umum bagi semua jenis syirkah, yaitu
bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para
berserikat. Oleh sebab itu tidak sah suatu syirkah yang di dalamnya terdapat
klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan merupakan hak salah satu
mitra saja dan mitra lainnya tidak berhak mendapatkan keuntungannya.”

Dalam pembagian proporsi keuntungan akad syirkah harus memenubhi

beberapa hal sebagai berikut:

%2 < Alauddin Al-Kasani, Badai’ fi Ash-Shanai’ Tartib Asy-Syarai’, Juz 6, (Dar Al-Fikr,
Beirut: cet. 1, 1996), him. 94.

% Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu Juz 4, (Dar Al-Fikr, Damaskus:
cet. 111, 1989), him. 792.

* Ibid., Juz 4, him. 816-817.

® Maulana Hasanuddin, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2012), him. 35.
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a. Proporsi keuntungan yang diberikan kepada mitra usaha harus disepakati
di awal akad. Jika proporsinya belum ditentukan maka akad tersebut
tidak sah menurut syariah.

b. Nisbah/rasio keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha
dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak
diperbolehkan menetapkan tingkat keuntungan untuk mitra tertentu yang
dikaitkan dengan modal investasinya.*

Selain itu, dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa

pendapat ulama ahli hukum Islam, diantaranya ialah:

a. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi keuntungan
dibagi antara para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan dalam
akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

b. Menurut Imam Ahmad, proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari
proporsi modal yang mereka setorkan.

c. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat
berbeda dari proporsi modal pada konsisi normal. Akan tetapi, mitra
yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungan tidak
boleh melebihi proporsi modal.”’

Berdasarkan paparan di atas dapat digambarkan bahwa pola bagi hasil
dalam syirkah ‘inan harus ditentukan pada awal perjanjian. Apabila tidak
ditentukan di awal, maka akad syirkah ‘inan dianggap tidak sah. Pembagian
keuntungan bagi hasil dalam perkongsian sangat menentukan proses berjalannya
usaha bisnis syirkah, sehingga perhitungan bagi hasil dalam kerja sama syirkah
terutama syirkah ‘inan harus disepakati dan dijelaskan secara sistematis dan

rinci oleh para pihak perkongsian.

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), him. 219.
" Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah..., him. 53.
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F. Akuntabilitas Operasional Usaha Berbasis Syirkah ‘Indn Menurut
Fugaha dan Undang-Undang Koperasi

Dalam pengelolaan usaha bersama skill sangat dibutuhkan untuk suatu
bisnis terutama untuk menghindari risiko usaha sehingga usaha bersama tersebut
dapat berkembang dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal sesuai
dengan yang diprediksi dan disepakati oleh mitra usaha.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam proses
pertanggungjawaban pengelolaan suatu usaha untuk mengukur berhasil atau
tidaknya suatu usaha bisnis. Akuntabilitas berfungsi sebagai media pengurus
untuk mengontrol tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pengelola usaha.
Sehingga dengan adanya akuntabilitas pada pelaporan keuangan maka akan
meningkatkan efektifitas para pengelola modal.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap operasional
yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan berhasil
atau tidaknya suatu usaha atas modal yang telah diinvestasikan untuk mencapai
tujuan dari pelaksanaan usaha tersebut.”

Secara konseptual para ulama telah menetapkan standar tanggung jawab
pengelolaan usaha berbasis syirkah ‘inan yang akan penulis paparkan sebagai
berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam pengelolaan usaha bisnis pada
syirkah ‘inan boleh dilakukan oleh salah satu mitra perkongsian saja,
dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Menurut Abu Hanifah
akuntabilitas operasional pada usaha yang dilakukan oleh pengelola
usaha dari mitra syirkah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap
pengelolaan operasional guna memberikan transparansi dan keterbukaan

terhadap mitra usaha tersebut. Para pihak juga dituntut untuk bertindak

% Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis
Bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen)." Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Islam, Vol. IV No.1 (2017), him 4.
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profesional dalam mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah
disepakati agar usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan
profit yang maksimal.*

2. Imam Malik memandang bahwa akuntabilitas sangat penting dalam
menjanlankan operasional usaha syirkah ‘inan, baik pihak shahib al-mal
maupun pihak syarik harus memenuhi tanggungjawabnya masing-
masing dalam mengelola usaha, sehingga usaha tersebut dapat berjalan
dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.*®
3. Menurut Imam Syafi’i akuntabilitas operasional usaha harus dilakukan

secara transparan mengenai segala hal yang berkaitan dengan modal
usaha dan penggunaanya, keuntungan, kerugian dan tanggung jawab
oleh para pihak yang terlibat dalam mengelola usaha untuk kemaslahatan
bersama. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa dalam perkongsian
syirkah para pihak harus mengutamakan prinsip keadilan, kepatuhan
terhadap perjanjian di awal akad, pertanggungjawaban dan pengawasan
terhadap usaha yang dijalankan serta bagi hasil keuntungan dan kerugian
yang harus ditanggung bersama.*™
4. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa setiap mitra yang
melakukan perkongsian syirkah ‘inan harus memberikan laporan
keuangan secara akuntabel dan transparansi mengenai pengelolaan
modal dan hasil usaha yang dicapai berdasarkan kesepakatan di awal
akad.'®
Berdasarkan pendapat fugaha di atas maka pengelolaan usaha berbasis
syirkah ‘inan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel diberikan oleh

mitra yang mengelola usaha agar terjadinya perkongsian yang saling percaya

% Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab Jilid 4...,hlm.141.

190 1hn Qayyim al-Jawziyyah. I'lam al-Muwaqgi‘in 'an Rabb al-'Alamin.(Riyadh: Dar
Ibn Khuzaymah.). him.112.

101 1hid.

192 Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab Jilid 4...,hIm.141
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diantara para pihak yang melakukan perkongsian. Dalam syirkah ‘inan setiap
anggota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan usaha
tercatat secara akurat dan transparan. Setiap anggota syirkah harus memastikan
bahwa buku akuntansi teratur dan setiap transaksi dicatat dengan benar.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia juga menentukan
pengelolaan akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pengelola usaha bisnis
koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian menetapkan pihak pengelola atau pengurus adalah perangkat
organisasi Koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Koperasi
untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.'%®

Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi. Pengurus
bertanggungjawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan
pencapain tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota. Setiap pengurus
bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.'%*

Pengurus bertugas:
a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.

b. Mendorong dan memajukan usaha Anggota.

c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.

d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
untuk diajukan kepada Rapat Anggota.

e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi

untuk diajukan kepada Rapat Anggota.

f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.

h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar
Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah
Rapat Anggota, dan

193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 1.
194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 60.



50

i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat
Anggota.'%®®

Setiap kegiatan operasional koperasi harus dilampirkan dalam ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran dasar
koperasi merupakan aturan dasar tertulis yang memuat mengenai seluruh sistem
operasional koperasi yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.
Anggaran Dasar koperasi dapat dilakukan perubahan atas persetujuan seluruh
anggota koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar yang dimuat
dalam Pasal 22 yaitu isi perubahan anggaran dasar tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.'%

195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 58.
1% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 22.



BAB TIGA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT PELAPORAN

KEUANGAN PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA
SEULIMEUM PADA RAPAT ANGGO'[A TAHUNAN
MENURUT SYIRKAH ‘INAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera (KPN) Bina Sejahtera
merupakan koperasi di lingkup Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Aceh Besar UPTD Wilayah | yang berlokasi di Pasar Seulimeum
Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. KPN ini dibentuk pada tanggal
12 Juli 1995 dan telah disahkan pada tanggal 11 Desember 1995 dalam Akta
Pengesahan Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Republik Indonesia Provinsi Aceh. KPN Bina Sejahtera telah
memperoleh status Badan Hukum dari Menteri Koperasi Republik Indonesia
Nomor 38/BHK WAK-1/XI1 1995."’

KPN Bina Sejahtera hanya memiliki Akta Pengesahan Pendirian
Koperasi dari Menteri Koperasi dan sertifikat usaha, tetapi tidak mempunyai
sertifikat perubahan tentang konversi ke syariah. Hal ini sangat jelas
bertentangan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). KPN Bina
Sejahtera juga tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART), AD ART yang ada hanya yang dilampirkan dalam Akte Pengesahan
Menteri Koperasi yang lama, tetapi akte tersebut masih dalam bentuk koperasi
simpan pinjam, sedangkan ketentuan sekarang dalam UU Koperasi Indonesia,
Koperasi yang beroperasional di Aceh harus melakukan konversi ke koperasi
syariah berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11
Tahun 2018. Dalam hal ini baik dewan pengurus maupun dewan pengawas

koperasi telat dalam melakukan konversi atau penyesuaian terhadap ketentuan

97 Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/X11 1995 tanggal 11 Desember 1995.
51
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baru dari perundang-undangan koperasi. Sedangkan ganun LKS itu sudah
diundangkan pada tahun 2018. Pengurus KPN Bina Sejahtera juga tidak
melakukan pembaharuan terhadap regulasi untuk Standar Operasional Prosedur
(SOP) koperasi.

KPN Bina Sejahtera (KPN BS) bertujuan untuk membantu kesejahteraan
ekonomi anggotanya yang terdiri dari guru dan karyawan yang terdaftar di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Wilayah | Kabupaten Aceh Besar.
KPN BS merupakan koperasi simpan yang memberikan layanan kepada
anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha dan
konsumtif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
Koperasi'® (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Sebagai koperasi formal yang telah memiliki sertifikat usaha, KPN
Bina Sejahtera telah menetapkan struktur pengurusan yang formal sesuai dengan
standar yang ditetapkan dalam RAT dan berganti-ganti sesuai keputusan
anggota. Kepengurusan KPN Bina Sejahtera dan juga dewan pengawasnya
memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengawas koperasi sesuai dengan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi KPN BS
ini. Setiap pengurus dan pengawas di KPN Bina Sejahtera dipilih untuk masa
jabatan tiga tahun yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
Pengurus KPN Bina Sejahtera akan berakhir sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan dalam AD/ART dan juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila
pengurus ataupun pengelola KPN ini melakukan kecurangan dan berbagai
tindakan yang dapat merugikan koperasi serta pengurus tidak menaati peraturan
perundang-undangan koperasi serta peraturan ketentuan pelaksanaan lainnya.*®
Untuk saat ini struktur KPN Bina Sejahtera dijabat oleh dewan pengurus

yang terdiri dari Agus Mawardi sebagai Ketua, Anwar sebagai Wakil Ketua,

108 H
Ibid.
199 Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/X11 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 12.
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Tarmizi MY sebagai Sekretaris, Mardhiah sebagai Wakil Sekretaris dan Susi

Irhamna sebagai Bendahara serta pengawas/pemeriksa koperasi yang terdiri dari

Fauziah sebagai ketua dan Salbiah juga Iswandi sebagai anggota pengawas.""

KPN Bina Sejahtera merupakan sarana permodalan yang mampu
menumbuhkan usaha dalam lingkup kepegawaian dengan memiliki tujuan
pendirian, yaitu:

1. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota dengan
melakukan kegiatan dan pelayanan usaha.
2. Koperasi bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi Anggota.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, KPN Bina Sejahtera harus
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Kemandirian.

Pendidikan perkoperasian bagi anggota.

Kerjasama antar koperasi yang dibangun dengan asas kekeluargaan.

= @» G o=

111

Waktu operasional usaha KPN BS sebagai jam kerja yang ditetapkan
dalam AD/ART dan juga disetujui oleh pihak pengurus KPN Bina Sejahtera
telah menetapkan jadwal operasional setiap bulannya yaitu setiap tanggal 3
sampai 10 awal bulan.

Untuk kebutuhan modal usaha koperasi maka dewan pengurus KPN
Bina Sejahtera bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan
pemotongan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung dari
penghasilan anggota yang masih aktif pada Dinas Pendidikan setiap bulannya,

hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota membayar simpanan dan

10 pData Dokumentasi, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023,
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera, (Seulimeum, Aceh
Besar: 2023) him. 2.

11 pid. Pasal 4.
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piutangnya. Namun, bagi para anggota yang tidak aktif lagi pada Dinas
Pendidikan maka pihak pengurus koperasi akan mengembalikan simpanan
pokok dan simpanan wajib secara langsung kepada anggota bersangkutan
melalui transfer via bank sebagai tanda keanggotaannya berakhir baik
disebabkan telah memasuki masa purna tugas (pensiun), pindah tugas ke

wilayah UPTD di luar UPTD Wilayah 1 Aceh Besar, ataupun meninggal

dunia.**?

Berdasarkan keputusan yang diperoleh dalam RAT maka pengurus KPN
Bina Sejahtera akan mengumpulkan modal dari anggota dalam bentuk simpanan
pokok dan simpanan wajib secara reguler setiap bulan. Untuk lebih jelasnya
ketentuan modal pada KPN BS ini, maka dapat diulasa sebagai berikut, yaitu:
Modal mandiri KPN Bina Sejahtera bersumber dari:

a. Simpanan pokok adalah simpanan anggota pada saat mengajukan
permohonan anggota koperasi.

b. Simpanan wajib adalah simpanan anggota yang harus dibayar setiap
bulan sesuai dengan ketentuan koperasi.

c. Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk
menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan.

d. Modal hibah/donasi berasal dari pihak ketiga merupakan bagian dari
simpanan khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam waktu
tertentu.

e. Simpanan sukarela adalah sejumlah uang yang dibayar oleh anggota
koperasi secara sukarela dan besarnya sesuai dengan kemampuan
masing-masing anggota.

Modal pinjaman berasal dari:

Anggota.

Koperasi lainnya dan atau anggota lainnya.
Bank dan lembaga keuangan lainnya.
Penerbitan obligasi dan surat penting lainnya
Sumber lain yang sah.™"

o0 o

112 \Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

113 Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/X11 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 36.
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Usaha yang telah dilaksanakan oleh KPN Bina Sejahtera adalah Usaha
Simpan Pinjam. Usaha ini telah menunjukkan hasil yang memadai berkat
partisipasi penuh dari anggota. Ketentuan simpanan wajib yang harus disetor
oleh anggota pada KPN Bina Sejahtera sebesar Rp 75.000/bulan. Pada awalnya
simpanan wajib hanya sebesar Rp 60.000/bulan, namun terdapat kesepakatan
untuk penambahan dana sosial sebesar Rp 15.000-. Dana sosial tersebut
diberikan kepada anggota yang mengalami musibah seperti sakit atau keluarga
anggota meninggal. Biaya untuk melakukan kunjungan anggota yang sakit pihak
koperasi akan mengeluarkan dana sosial sebesar Rp 1.000.000-, sedangkan
untuk musibah meninggal dunia mengeluarkan dana sosial sebesar Rp
500,000.*

Tabel 3.1
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan
Dana Sosial Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No. Jenis Modal Koperasi Jumlah
1 Simpanan pokok Rp 500.000,-
2. Simpanan Wajib/perbulan Rp 75.000,-
3 Simpanan Sukarela Rp 50.646.802,-
4. Dana Sosial Rp 27.540.000,-
Jumlah Rp 78.186.802,-
Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina
Sejahtera Tahun 2023

KPN Bina Sejahtera tidak menetapkan ketentuan khusus bagi anggota
yang melakukan pinjaman. Namun, anggota diharuskan sudah melapor kepada
pihak pengurus satu bulan sebelum melakukan peminjaman. Hal ini dilakukan
agar pengurus dengan mudah melihat kas yang tersedia di koperasi. Apabila

anggota melakukan pinjaman melebihi angka yang tersedia di koperasi, maka

14 Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret
2024 di Seulimeum, Aceh Besar.
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pihak pengurus melakukan musyawarah dengan anggota tersebut mengenai
jumlah pinjaman yang akan diambil. Jika anggota tersebut keberatan, maka
anggota tersebut harus menunggu bulan depan untuk melakukan peminjaman
dan pengurus akan memproritaskan anggota tersebut pada bulan berikutnya.*
Dalam operasional koperasi, setiap masa satu tahun adanya pembagian
sisa hasil usaha yang selalu disalurkan oleh pengurus kepada anggotanya.
Penetapan bagi hasil pada KPN Bina Sejahtera sudah sepenuhnya mengikuti
ketentuan UU Koperasi yang berlaku. Pada bagi hasil ini, pihak pengurus KPN
Bina Sejahtera menggunakan formula baku pada koperasi yang secara umum
disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan jasa anggota. Semakin
besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang didapatkan. Hal
ini sepenuhnya telah dipahami oleh seluruh pihak anggota karena pola ini

sendiri telah disetujui oleh semua anggota dalam implementasinya.**®

B. Ketentuan Auditing KPN Bina Sejahtera Dalam Pelaporan Keuangan
Untuk Bagi Hasil pada RAT

Audit merupakan pemeriksaan pembukuan keuangan secara berkala
yang harus dilaksanakan pada setiap lembaga keuangan. Dalam sistem koperasi,
audit dapat dilakukan kapan pun selama setahun Kinerja, namun ada baiknya
dilakukan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari sampai Maret. Audit sangat
penting dilakukan oleh auditor internal pengawas koperasi agar laporan
keuangan yang akan diajukan pada saat RAT dilaksanakan akan sesuai dengan
AD/ART yang telah disahkan.*

Dalam melakukan audit terhadap kinerja dan pengelolaan modal usaha

dilakukan olen Dewan Pengawas Koperasi. Pengawas koperasi bertugas

115 Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret
2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

116 \Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

Whttps://www.equiperp.com/blog/mengenal-9-prosedur-audit-dan-pentingnya-bagi-
perusahaan-anda/ Diakses pada Tanggal 16 Maret 2024.



https://www.equiperp.com/blog/mengenal-9-prosedur-audit-dan-pentingnya-bagi-perusahaan-anda/
https://www.equiperp.com/blog/mengenal-9-prosedur-audit-dan-pentingnya-bagi-perusahaan-anda/
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melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan
Koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain
itu, pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Tahunan Koperasi.*®

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan
KPN BS dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai sifat yang jujur.

b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian dan pembukuan.™

Pengawas internal koperasi pada KPN BS ini bertanggungjawab penuh
atas kebenaran laporan pertanggungjawaban pengelolaan Koperasi Bina
Sejahtera untuk dipertanggungjawabkan pada RAT yang dilakukan oleh
pengurus secara rutin setiap tahun. Untuk itu, sebelum Ilaporan
pertanggungjawaban disampaikan pada RAT maka pengawas koperasi harus
melakukan audit terlebih dahulu terhadap laporan keuangan yang telah dibuat
oleh pengurus, terutama untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data.™

Dalam laporan keuangan pihak pengurus KPN Bina Sejahtera telah
menetapkan sistem akuntansi untuk koperasi di Indonesia yang merupakan suatu
sistem pengelolaan, pencatatan, pelaporan keuangan yang dilakukan untuk
menghasilkan laporan keuangan koperasi yang akurat dalam kegiatan operasioal
koperasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. ***

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 39 Ayat 1, him. 35.

1% Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/XI1 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 22.

120 \wawancara dengan Fauziah, Ketua Pemeriksa KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 9
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

12! Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/X11 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 12.



58

Laporan pertanggungjawaban yang akan diaudit oleh pihak auditor
internal pengawas KPN Bina Sejahtera dibuat berdasarkan template yang telah
ditetapkan oleh Dinas Koperasi yang didasarkan pada ketentuan regulasi
Undang-Undang Perkoperasian Indonesia yang dimuat dalam AD/ART KPN
Bina Sejahtera.'”

Dalam melakukan audit terhadap kinerja dan pengelolaan modal usaha
pada KPN Bina Sejahtera dilakukan oleh Dewan Pemeriksa Koperasi.
Pemeriksa KPN Bina Sejahtera dalam melaksanakan kinerja auditnya
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yaitu memeriksa pelaksanaan laporan keuangan koperasi serta tanggung
jawabnya koperasi yang diadakan dengan transparan dan terbuka. Audit pada
KPN Bina Sejahtera dilakukan biasanya dua kali dalam setahun yaitu pada bulan
Juni dan Desember. Namun pengawas KPN Bina Sejahtera pada dasarnya
melakukan audit hanya sekali yaitu pada bulan Desember sebelum diadakan
Rapat Anggota Tahunan."

Berdasarkan uraian tersebut, Pengawas KPN Bina Sejahtera umumnya
melakukan audit hanya untuk pembukuan RAT saja yaitu pada bulan Desember,
hal ini dilakukan supaya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada
pembukuan RAT dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
koperasi tanpa ada kekurangan atau potensi penggelapan dana oleh pihak
pengurus KPN BS. Namun apabila terdapat keperluan tertentu seperti adanya
laporan dari anggota tentang kinerja KPN BS yang tidak memenuhi kepentingan
dan hak anggota, dalam kasus seperti ini maka pengawas harus bertindak dalam
bentuk melakukan pengecekan dan meminta informasi lengkap sebagai jawaban
atas laporan dari anggota bahkan pihak pengawas KPN BS dapat melakukan
audit laporan keuangan pada saat kasus yang dilaporkan itu terjadi. Dalam hal

122 \wawancara dengan Fauziah, Ketua Pemeriksa KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 9
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.
123 | pid.
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ini pengawas KPN Bina Sejahtera harus sigap menanggapi dan membuat
keputusan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak
anggota dengan pihak pengurus.***

Pengawas/pemeriksa koperasi bertanggung jawab penuh terhadap
kebenaran laporan keuangan koperasi yang telah dibuat oleh pengurus. Dalam
melakukan audit, pengawas meneliti dan memeriksa seluruh pencatatan yang
ada pada KPN Bina Sejahtera selama satu tahun anggaran, kemudian membuat
laporan tertulis yang akan disampaikan di depan Rapat Anggota Tahunan.
Apabila terdapat kesalahan dalam input data keuangan maka pengawas akan
mengadakan musyawarah dengan pihak pengurus terhadap kesalahan tersebut
serta langsung akan menganalisis kesalahan yang terjadi dan membuat laporan
keuangan yang baru.'”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam melakukan
audit laporan keuangan, Dewan pemeriksa/pengawas KPN Bina Sejahtera harus
melakukan tahapan-tahapan auditnya, yaitu:

a. Ketua pemeriksa KPN Bina Sejahtera dan anggotanya melakukan
wawancara dengan pihak pengurus atas kinerjanya dalam pembuatan
laporan keuangan untuk memastikan laporan yang dibuat sesuai dengan
kebijakan koperasi.

b. Melaksanakan uji dana koperasi baik dalam bentuk simpanan pokok,
simpana wajib dan simpanan sukarela begitu pula dengan SHU setahun
berjalan

c. Menyesuaikan hasil audit dengan laporan yang telah dibuat oleh pihak
pengurus KPN Bina Sejahtera pada laporan RAT, apabila terdapat

penyimpanan dengan hasil audit yang dilakukan maka pihak pengurus

124 1bid.
12 |bid.
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akan melakukan kinerjanya untuk memperbaiki laporan yang baru atas
perbaikan.®

Dalam setiap lembaga keuangan seperti koperasi terdapat pembagian
bagi hasil atas usaha yang telah dijalankannya. KPN Bina Sejahtera telah
menerapkan sistem bagi hasil pada pendapatannya yang telah ditetapkan
polanya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
koperasi. Pada bagi hasil ini, pihak koperasi menggunakan formula baku yang
disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan dari anggota. Semakin
besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang akan
didapatkannya. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota harus sesuali
dengan AD/ART yang berlaku di KPN Bina Sejahtera. Apabila dalam hal ini
pengurus melakukan kesalahan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha maka
pengawas harus mengoreksi terlebih dahulu bagi hasil yang didapatkan anggota
dan pengurus koperasi akan melakukan perubahan terhadap bagi hasilnya. KPN
Bina Sejahtera melakukan bagi hasil bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan
yang dilakukan pada bulan Desember.™’

Bagi hasil yang diterapkan pada KPN Bina Sejahtera telah disahkan
dalam AD/ART koperasi. Pembagian SHU pada AD/ART Bina Sejahtera dalam
presentase Yyaitu 40% untuk cadangan koperasi, 40% untuk jasa anggota
berdasarkan perbandingan jasa anggota, 5% untuk dana pengurus dan pengawas,
5% untuk dana kesejahteraan koperasi, 4% untuk dana pendidikan koperasi,
2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja, 2,5% untuk dana sosial dan 1%

untuk dana audit.*?®

128 |pid.

27 | pid.

128 Data Dokumentasi, Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/X11 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 41.
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Tabel 3.2
Persentase Alokasi SHU pada Koperasi
Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No. Jenis Modal Koperasi Persentase

1. Cadangan Koperasi 40%

2. Jasa Anggota 40%

3. Dana Pengurus dan Pengawas 5%

4. Dana Kesejahteraan Koperasi 5%

5. Dana Pendidikan 4%

6. Pembangunan Daerah Kerja 2,5%

i Dana Sosial 2,5%

8. Dana Audit 1%
Jumlah 100%

Sumber data: Data Dokumentasi, Akta Pengesahan KPN Bina
Sejahtera Tahun 1995

Pada tabel alokasi SHU di atas, terdapat perbandingan nilai persentase
sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga telah mendapatkan persetujuan semua anggota koperasi. Nilai
persentase yang telah diakui dalam perhitungan bersama sebagai sumber
peningkatan kinerja KPN Bina Sejahtera.

Dalam hal ini, tentang sistem audit pada KPN Bina Sejahtera ini
informasi hanya penulis dapatkan secara verbal dari dewan pengurus dan dewan
pengawas, sedangkan ketentuan audit dan pertanggungjawaban dari koperasi
tidak dibuat secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengelolaan koperasi. Hal ini berdasarkan temuan penulis bahwa pihak koperasi
tidak melakukan pembaharuan terhadap AD/ART sesuai dengan regulasi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. AD/ART yang ada hanya
lampiran yang dipaparkan dalam Akte Pengesahan Koperasi dari Menteri

Koperasi yang lama.
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C. Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Dalam Pengelolaan
Dana Keuangan Dari Hasil Audit Pada Rapat Anggota Tahunan

KPN Bina Sejahtera sebagai koperasi pegawai harus menjalankan
seluruh operasionalnya berdasarkan UU Koperasi yang berlaku. Koperasi ini
dituntut harus melakukan seluruh aspek pada pengelolaan usaha yang
bertanggung jawab baik dalam ketentuan hukum khusus koperasi maupun
ketentuan umum koperasi. Sebagaimana setiap kegiatan koperasi dalam masa
satu tahun, pengurus harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan
koperasi secara keseluruhan di depan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pengurus dan pengawas dianggap sebagai manajemen koperasi yang
berkewajiban menunjukkan kepada seluruh anggota bahwa setiap tindakannya
selalu mengarah terhadap pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
anggotanya dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang
berlaku serta seluruh kinerja koperasi harus sesuai dengan AD/ART yang telah
disahkan koperasi. Namun pada KPN Bina Sejahtera AD/ART yang ada hanya
yang dilampirkan dalam Akte Pengesahan dari Menteri Koperasi lama, tetapi
akte tersebut masih dalam bentuk koperasi simpan pinjam konvensional,
sehingga pengurus/pengawas dianggap lalai dalam melakukan konversi ke
syariah.

Pengurus berkewajiban membuat neraca keuangan setiap bulannya yang
terdiri dari:

Arus kas (simpanan pokok, simpanan wajib anggota)
Perhitungan SHU

luran pinjaman anggota

Laba rugi koperasi

oo o

Neraca keuangan yang telah dibuat oleh pengurus tersebut kemudian
akan diaudit oleh pengawas koperasi. Pengurus akan mengecek kembali audit
yang dilakukan oleh pengawas. Apabila terdapat kesalahan audit maka pengurus

akan melakukan review terhadap audit yang pengawas lakukan sehingga terjadi
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perubahan akan laporan keuangan dan juga laporan pertanggungjawaban pada
RAT.*®

Sebagai contoh, pihak pengurus KPN Bina Sejahtera telah melakukan
pelaporan keuangan kepada dewan pengawas di dalam RAT tentang
keseluruhan aktivitas keuangan dan juga sisa hasil usaha (SHU) dari total
pendapatan yang akan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pengurus bertanggung jawab melakukan pelaporan keuangan terhadap
penghimpun dana pada koperasi, KPN Bina Sejahtera yang berasal dari
simpanan anggota. Berdasarkan hasil RAT KPN Bina Sejahtera menetapkan
simpanan pokok anggota sebesar Rp 500.000,- setelah tahun 2021, namun
kepada anggota yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota pada tahun
2021 menetapkan simpanan pokoknya masih sebesar Rp 200.000,- sebagaimana
yang dihasilkan pada RAT sehingga simpanan pokok secara bersihnya dapat
dihitung dari jumlah anggota sebelum tahun 2021 sebanyak 102x Rp 200.000 =
Rp 20.400.000,- dan jumlah anggota yang terdaftar setelah tahun 2021 sebanyak
51x Rp 500.000 = Rp 25.500.000,-, maka jumlah simpanan pokok KPN Bina
Sejahtera sebesar Rp 45.900.000,-. Sementara untuk simpanan wajib perbulan
sebesar Rp 75.000 dikurangi dana sosial Rp 15.000, sehingga simpanan wajib
anggota KPN Bina Sejahtera dapat dihitung dari jumlah anggota 153x Rp
60.000x 12 = Rp 110.160.000,-. Sementara pada simpanan sukarela tidak
ditetapkan nominal yang seharusnya dibayar oleh anggota, sehingga simpanan
sukarela penulis dapatkan dari Laporan RAT sebesar Rp 50.646.802,-. Namun
pada laporan Pertanggungjawaban RAT tahun 2023 yang telah diaudit oleh
dewan pengawas KPN Bina Sejahtera dan telah dibukukan pada hadapan
seluruh anggotanya memiliki perbedaan pada nominal angka yang penulis
paparkan diatas, yaitu:

129 Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret
2024 di Seulimeum, Aceh Besar.
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Tabel 3.3
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan
Sukarela Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No. Jenis Modal Koperasi Jumlah

1. Simpanan Pokok Rp 41.400.000,-

2. Simpanan Wajib/perbulan Rp 252.400.000,-

3. Simpanan Sukarela Rp 50.646.802,-
Jumlah Rp 344.446.802,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina
Sejahtera Tahun 2023

Sebelum pembukuan RAT dilakukan, harus terlebih dahulu diaudit oleh
dewan pengawas KPN Bina Sejahtera, sehingga setiap transaksi yang dilakukan
sesuai dengan nominal yang seharusnya. Namun pembukuan RAT yang telah
dinyatakan benar oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera terdapat banyak
kesalahan nominal baik terdapat kekurangan nominalnya maupun kelebihan.
Dalam hal ini, audit yang dilakukan oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera
hanya untuk formalitas saja.

Dalam hal operasional pembiayaan, setiap anggota berhak melakukan
pembiayaan dengan melapor terlebih dahulu berapa nominal yang akan
dipinjamkan. Hal ini dilakukan pihak pengurus agar lebih efisien dengan nominal
yang akan dipinjamkan oleh anggota. Pengurus mempunyai kewenangan
membuat jumlah pembiayaan yang dilakukan anggota. Pada KPN Bina Sejahtera
jumlah total peminjaman pada tahun 2023 sebesar Rp 1.142.520.700, dengan
jumlah anggota yang melakukan peminjaman sebanyak 92 orang.”** KPN Bina
Sejahtera menetapkan ketentuan jumlah pembiayaan kepada anggotanya
maksimal Rp 20.000.000,-/anggota dan dibolehkan perbulan hanya untuk empat

130 Data Dokumentasi, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023,
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera, (Seulimeum, Aceh
Besar: 2023)
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orang peminjam saja dengan jangka waktu maksimal 30 bulan atau sesuai
dengan keinginan anggota yang melakukan peminjaman.™*

Peminjaman yang dilakukan oleh anggota sangat mempengaruhi bagi
hasil yang akan didapatkan anggota koperasi. Semakin banyak jasa usaha
anggota maka semakin banyak SHU yang didapatkannya. Anggota yang aktif
melakukan peminjaman akan mendapatkan jasa usaha yang lebih besar daripada
anggota pasif yang tidak melakukan peminjaman. Pembagian SHU pada KPN
Bina Sejahtera sangat dipengaruhi pada jasa usaha yang didapatkan anggota.
Berikut paparan mengenai peminjaman anggota yang dipengaruhi kepada jasa

usaha pada KPN Bina Sejahtera:

Tabel 3.4
Peminjaman Anggota dan Jasa Usahanya
No. Peminjaman Anggota Jasa Usaha
i Rp 4.200,000,- Rp 336.000,-
24 Rp 3.000.000,- Rp 240.000,-
8. Rp 2.400.000,- Rp 192.000,-
Jumlah Rp 768.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina
Sejahtera Tahun 2023

Berdasarkan AD/ART KPN Bina Sejahtera menetapkan 40% untuk
pembagian SHU kepada anggotanya berdasarkan besarnya jasa usaha, dengan
memisahkan dana cadangan 40% terlebih dahulu. Maka semakin banyak jasa
anggota presentasenya juga akan semakin naik. SHU yang didapatkan pada
KPN Bina Sejahtera tahun 2023 sebesar Rp 37.627.542.

Selain itu, pengurus harus jelas dalam pembuatan laporan pembiayaan

operasional yang dikeluarkan, baik pengeluaran terhadap segala aktifitas yang

131 Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.
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dilakukan untuk keperluan koperasi dan juga fee pengurus dari KPN Bina
Sejahtera. Berikut penulis paparkan mengenai biaya operasional yang

dikeluarkan KPN Bina Sejahtera pada tahun 2023 yaitu bulan Februari, Maret

dan Juni.
Tabel 3.5
Pengeluaran Keperluan KPN Bina Sejahtera
No. Pengeluaran Jumlah
1. Konsumsi RAT Rp 1.350.000,-
2. Spanduk RAT Rp 120.000,-
3. Fotokopi Laporan Rp 900.000,-
4, Gotong Royong Persiapan RAT Rp 250.000,-
5. Rapat Kerja Rp 350.000,-
6. Rapat Kerja Anggota Bermasalah Rp 600.000-.
7. Beli Kantong Plastik Rp 27.000,-
8. Perbaikan Laptop Koperasi Rp 500.000,-
0. Pelatihan dengan Dinas Koperasi Rp 700.000,-
10. Konsumsi Rapat Koperasi Rp 340.000,-
11. | Biaya Cetak Kuitansi 1 Rem Rp 350.000,-
12. | Biaya Transpor Pelatihan Koperasi Rp 200.000,-
13. | Biaya Konsunsi Pelatihan Rp 70.000,-
14. | Biaya Pengurusan Rekening Koran ke | Rp 2.660.000,-
Medan
Jumlah Rp 8.417.000

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina
Sejahtera Tahun 2023



Tabel 3.6
Fee Pengurus KPN Bina Sejahtera
No. Jenis Modal Koperasi Jumlah
1. Agus Mawardi Rp 3.000.000,-
2. Anwar Rp 2.500.000,-
3. Tarmizi MY Rp 3.000.000,-
4. Mardhiah Rp 3.950.000,-
5. Susi Irhamna Rp 3.950.000,-
6. Fauziah Rp 1.000.000,-
7. Salbiah Rp 500.000,-
8. Iswani Rp 500.000,-
9. Camat Rp 150.000,-
10. | Danramil Rp 150.000,-
1. Dinas Koperasi Rp 600.000,-
Jumlah Rp 19.300.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina

Sejahtera Tahun 2023
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Pengurus bertanggungjawab penuh pada laporan pertanggungjawaban

Rapat Anggota Tahunan terhadap laporan keuangan yang berjalan selama satu

tahun koperasi. Sebelum adanya laporan pertanggungjawaban RAT adanya

pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemeriksa koperasi.

Apabila pemeriksa telah menyatakan kebenaran akan laporan RAT yang sudah

dilakukan oleh pengurus, maka pengurus koperasi akan melakukan musyawarah

untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan yang biasanya dilakukan setiap

bulan Desember pada KPN Bina Sejahtera.

Pada Rapat Anggota Tahunan pengurus menjelaskan secara rinci setiap

pengelolaan kinerja koperasi dalam satu aggaran, begitu pula atas bagi hasil

yang didapatkan setiap anggotanya. Semakin besar jasa anggota maka semakin
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besar Sisa Hasil Usaha yang didapatkan. Selain itu, dalam pembagian bagi hasil
ini pengurus KPN Bina Sejahtera berpedoman dengan AD/ART yang telah
disahkan pada koperasi.**

Bentuk tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan dana keuangan
dari hasil audit yang telah dilakukan oleh pemeriksa koperasi pada KPN Bina
Sejahtera yaitu terdapat laporan pertanggungjawaban RAT yang harus dibuat
setiap tahunnya dalam rapat penutupan buku akhir tahun pada bulan Desember.
Dalam RAT diharuskan semua anggota koperasi berhadir, hal ini dilakukan agar
setiap anggota memahami segala operasional yang ada di koperasi.'*

Berdasarkan observasi yang didapatkan penulis pada Laporan
Pertanggungjawaban RAT KPN Bina Sejahtera pengelolaan yang dilakukan
oleh pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak akuntabel, tidak adanya
transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pihak dewan pengawas
KPN Bina Sejahtera tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan.
Begitu pula dengan Dinas Koperasi Aceh Besar tidak memiliki fungsi
pengawasan terhadap koperasi yang dibawahnya, seharusnya Dinas Koperasi
bukan hanya melakukan pengawasan saja melainkan melakukan pembinaan
kepada seluruh pengurus KPN Bina Sejahtera supaya terhindar dari kesalahan
audit.

D. Tinjauan Akad Syirkah ‘Indn Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus

KPN Bina Sejahtera Pada Sistem Audit Pelaporan Keuangan Bagi Hasil
Dalam Rapat Anggota Tahunan

Pertanggungjawaban pengelolaan usaha sangat penting dilakukan
sebagai bentuk pembuktian tentang berhasil atau tidaknya operasional bisnis

dilakukan terutama dalam pengembangan modal yang telah diinvestasikan untuk

132 \Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8
Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

133 Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret
2024 di Seulimeum, Aceh Besar.
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mencapai tujuan bisnis yaitu profit yang menjadi orientasi pelaku usaha dan
investor. Pertanggungjawaban tersebut juga mutlak harus dilakukan oleh para
pihak dalam pengelolaan usaha berbasis syirkah ‘inan secara transparan dan
akuntabel.

Dalam akad syirkah ‘inan para ulama telah memformulasikan bahwa
setiap anggota perkongsian memiliki tanggung jawab untuk penyertaan modal,
pengelolaan modal dan kerugian yang akan diperoleh dalam usaha. Hal ini
disebabkan karena pada prinsipnya penyertaan modal akan mempengaruhi pada
porsi presentase nilai kerugian. Sedangkan tingkat keuntungan didasarkan pada
kesepakatan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus mampu mencatat secara
akuntabel porsi modal dan juga tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha,
sehingga akan dapat dibuktikan nilai pendapatan yang diperoleh sudah mencapai
pada tingkat profit atau hanya sekedar break even point atau masih merugi.
Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi pada kinerja. Untuk membuktikan
bahwa akuntabilitas yang telah dilakukan itu tepat atau tidak, maka dibutuhkan
pengawasan baik itu pengawasan yang dilakukan oleh internal manajemen
maupun yang dilakukan oleh pengawasan eksternal terutama dari akuntan
publik. Pada sistem koperasi, pemerintah telah menetapkan bahwa sistem
pengawasan internal itu harus dilakukan oleh anggota juga. Kinerja dari
pengawas internal itu harus dilakukan secara reguler untuk menghasilkan
pelaporan keuangan yang transparan oleh pihak pengurus koperasi.

Orientasi bisnis pada koperasi dilakukan dengan cara khusus yang
ditetapkan dalam Undang-Undang, sistem modal dielaborasikan dalam tiga
bentuk simpanan yaitu simpanan pokok yang berbeda sesuai dengan lamanya
partisipasi anggota, simpanan wajib dan simpanan sukarela. pada sisi modal ini
koperasi memiliki prinsip yang sama dengan syirkah ‘inan yang mengharuskan
pihak pengelola dan anggota harus sama-sama memiliki modal.

Pada operasional dan pengelolaan modal, KPN Bina Sejahtera

menjalankannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
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dan Anggaran Rumah Tangga KPN Bina Sejahtera yang telah disahkan oleh
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Provinsi
Aceh sesuai dengan ketentuan UU Koperasi yang berlaku. Dewan pengurus juga
dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek operasional
koperasi terutama pada sistem pengelolaan modal dan simpanan anggotanya.
Untuk itu pihak pengurus dan pemeriksa koperasi Pegawai Negeri Bina
Sejahtera harus melakukan operasionalnya secara transparan dan terbuka,
sehingga seluruh anggota koperasi dapat melihat informasi pengelolaan dan
progres yang dicapai koperasi. Namun AD/ART yang ada hanya peraturan yang
dilampirkan dalam Akte Pengesahan dari Menteri Koperasi yang lama, tetapi
akte tersebut masih dalam bentuk koperasi simpan pinjam konvensional,
sehingga pengurus/pengawas dianggap lalai dalam melakukan konversi ke
syariah.

Dalam hal ini, pengelolaan usaha yang dilakukan oleh KPN Bina
Sejahtera pasti terjadi pertentangan dari peraturan UU Koperasi yang berlaku di
Indonesia. KPN Bina Sejahtera masih menerapkan sistem konvensional padahal
ketentuan di Aceh harus sepenuhnya syariah. Penetapan ketentuan yang
dijalankan masih menggunakan sistem konvensional, sehingga bagi hasil yang
ditetapkan masih sesuai dengan ketentuan AD/ART yang lama. Bagi hasil yang
dijalankan KPN Bina Sejahtera dipengaruhi oleh jasa usaha anggota. Semakin
banyak jasa usaha maka semakin banyak SHU yang didapatkan setiap anggota.

Sedangkan pengawasan pada koperasi harus dilalui oleh pengawas dalam
tiga tahap yaitu pengawasan rutin perbulan terhadap produk operasional
koperasi, pengawasan per semester dan pengawas pertahun sebelum diadakan
RAT. Namun pada pengawasan KPN Bina Sejahtera, pihak pengawas tidak
melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan Kketentuan yang telah
ditetapkan dalam AD/ART dan juga Undang-Undang tentang Koperasi.
Sehingga kondisi ini menyebabkan operasional koperasi memiliki potensi untuk

menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati oleh anggota dalam RAT,
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AD/ART dan Undang-Undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melemahnya
kinerja operasional koperasi dan juga tidak update pelaporan pengelolaan
keuangan oleh pengawas koperasi kepada pengurus yang mana pihak pengurus
tidak meminta pelaporan tersebut secara rutin setiap bulannya. Kinerja
pengawas yang tidak efektif ini juga dapat dibuktikan dari banyak unsur dari
operasional koperasi yang tidak dilakukan update sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Koperasi yang berlaku. Hal tersebut sebenarnya merupakan hal
yang prinsip yang harus diterapkan karena sangat berpengaruh terhadap sistem
operasional koperasi yang mengharuskan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Namun karena lemahnya kinerja ini proses yang operasional saja
tidak berjalan apalagi pada auditing, proses auditing itu hanya dilakukan
setahun sekali hanya untuk menunjukkan formalitas saja.

Dalam hal ini pengelolaan dan pengawas yang dilakukan oleh pengurus
dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak akuntabel, tidak adanya transparansi
dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pihak dewan pengawas KPN Bina
Sejahtera tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah modal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang
tidak sesuai nominalnya berdasarkan jumlah anggota koperasi. Begitu pula
dengan Dinas Koperasi Aceh Besar tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap
koperasi yang dibawahnya, seharusnya Dinas Koperasi bukan hanya melakukan
pengawasan saja melainkan melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus
KPN Bina Sejahtera supaya terhindar dari kesalahan audit.

Berdasarkan hal ini maka pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang
dilakukan pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan
konsep syirkah ‘inan yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan,
akuntabel dan harus mengutamakan prinsip keadilannya. Hal ini juga tidak
sejalan dengan peraturan yang berlaku pada UU Koperasi yang berlaku,
pengurus KPN Bina Sejahtera dianggap lalai dalam pembuatan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART yang terbaru.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi terhadap
pembahasan yang telah penulis uraikan sebagai hasil penelitian yang penulis
analisis dari data-data yang valid, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1. Auditing harus dilakukan secara berkala oleh pihak pengawas internal
koperasi, dalam durasi bulanan, semesteran dan tahunan. Audit bulanan
dilakukan untuk melihat akuntabilitas pelaporan keuangan setiap transaksi
bulanan. Audit semester dilakukan sebelum laporan hasil transaksi dalam
enam bulan dilaporkan oleh pihak pengelola koperasi. Sedangkan audit
tahunan/terakhir ~ dilakukan pada seluruh laporan baik laporan
pertanggungjawaban maupun laporan keuangan untuk kebutuhan Rapat
Anggota Tahunan (RAT), proses audit tersebut dilakukan sebelum diadakan
RAT. Namun audit yang dilakukan oleh pihak pengawas KPN Bina
Sejahtera hanya dilakukan pada audit tahunan saja untuk kebutuhan RAT
dan meniadakan proses audit bulanan dan semesteran. Sistem audit yang
dilakukan oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak dibuat secara
khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan koperasi.
Hal ini dilihat berdasarkan pengurus KPN Bina Sejahtera yang tidak
melakukan pembaharuan terhadap AD/ART sesuai dengan regulasi yang
telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Demikian juga kepada Dinas
Koperasi Aceh Besar tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap
koperasi yang di bawahnya, seharusnya Dinas tersebut bukan hanya

melakukan pengawasan saja tetapi juga harus melakukan pembinaan.
2. Pengurus KPN Bina Sejahtera ini dituntut untuk melakukan seluruh aspek
pengelolaan usaha koperasi yang bertanggung jawab sesuai ketentuan

hukum khusus koperasi. Pengurus harus mempertanggungjawabkan setiap
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operasional koperasi termasuk seluruh pengelolaan dan penggunaan dana
dalam Rapat Anggota Tahunan. Namun hasil laporan pertanggungjawaban
RAT tahun 2023 yang telah diaudit oleh dewan pengawas KPN Bina
Sejahtera dan telah dibukukan terdapat perbedaan pada perhitungan
simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Secara spesifik dapat
dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pengurus pada RAT KPN Bina
Sejahtera tidak akuntabel karena selisih yang sangat besar antara jumlah
dana yang dikelola dengan dana yang dimasukkan dalam neraca. Tidak ada
upaya sistematis dewan pengawas untuk menindak laporan pengurus agar
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sistem pelaksanaaan operasional modal yang ditetapkan pihak pengurus
KPN Bina Sejahtera sudah memenuhi aspek dan relevan dengan konsep
syirkah ‘inan yang mentolerir perbedaan pada jumlah modal yang diinvest
mitra usaha. Demikian juga pada penetapan bagi hasil yang disesuaikan
dengan besarnya modal dan pemasukan jasa anggota, hal ini sepenuhnya
disepakati oleh semua anggota. Dalam hal ini bagi hasil yang ditetapkan
KPN Bina Sejahtera telah relevan dengan konsep syirkah ‘inan. Namun
dalam sistem pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pengurus dan
pengawas KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan konsep syirkah ‘inan
yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan
mengutamakan prinsip keadilannya. Pihak pengurus KPN Bina Sejahtera
dianggap lalai dalam memperbaharui Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga AD/ART sesuai Undang-Undang Koperasi dan Qanun LKS
serta tidak tegasnya dewan pengawas dalam melakukan audit dan meminta

pengurus membuat laporan keuangan sesuai operasional riil usaha.

B. Saran
Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini,

maka penulis mengajukan beberapa saran:
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1. Diharapkan kepada pengawas KPN Bina Sejahtera harus memiliki kapasitas
dalam melakukan audit secara berkala minimal semesteran dan tahunan
untuk memastikan operasional koperasi berjalan secara transparansi dan
akuntabel sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Koperasi. Begitu pula
kepada Pengurus KPN Bina Sejahtera yang berkewajiban mengelola
operasional koperasinya sesuai dengan peraturan koperasi yang berlaku.
Para pengurus KPN Bina Sejahtera diharapkan untuk melakukan konversi
pengelolaan koperasi ke lingkup syari’ah. Hal ini harus dilakukan
berdasarkan ketentuan Qanun LKS di Aceh.

2. Dinas Koperasi seharusnya melakukan pengawasan lebih detail mengenai
audit dan tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh pengawas dan
pengurus pada KPN Bina Sejahtera, sehingga tidak akan terjadinya
kesalahan audit dan penyimpangan peraturan di KPN Bina Sejahtera.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada tanggungjawab dan audit pengawas
koperasi, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas
penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang

perkoperasian pada KPN Bina Sejahtera.
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sebelum RAT atau ketika ada keperluan tertentu?

4. Bagaimana pelaksanaaan pengawasan audit pelaporan
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keuangan KPN Bina Sejahtera dalam pembagian SHU?

5. Apakah sistem audit tentang kinerja dan pendapatan koperasi
dilakukan secara regular olen Dewan Pengawas KPN Bina
Sejahtera?

6. Bagaimana prosedur pemeriksaan pembukuan laporan
keuangan di KPN Bina Sejahtera dalam penetapan Bagi
Hasilnya?

7. Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap dana keuangan
dari hasil audit apabila terjadi kesalahan audit?

8. Apakah terjadi review kembali oleh pengurus dari pelaporan
keuangan yang telah diaudit oleh pengawas?

9. Apakah audit yang dilakukan oleh pengawas sudah langsung
dinyatakan benar oleh pengurus?

i} Bagaimana Tindakan pengurus apabila terdapat kesalahan

audit?




Lampiran 5: Dokumentasi Saat Wawancara

Wawancara Bersama Pengurus KPN Bina Sejahtera

Wawancara Bersama Pengawas/Pemeriksa KPN Bina Sejahtera
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